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ABSTRAK

Dalam pengajuan permohonan cerai talak di P.A. &teselama ini masih
banyak dalam petitum tuntutan yang diajukan olefanmsuhanya untuk
memutuskan perkawinannya saja tanpa disertai dggyaberiaan hak-hak yang
dimiliki oleh anak dan mantan istri. Padahal sétglatusnya perkawinan tidak
berarti putus juga kewajinan-kewajiban serta hilaag-hak yang dimiliki oleh
anak dan mantan istri. Dalam proses pemeriksaakamerterlebih dalam
memberikan putusan seorang hakim tidak boleh mekareputusan lebih dari
yang dituntut dalam petitum permohonan sebagaintamgatakan dalam Pasal
178 ayat (3) HIR. Disisi lain seorang hakim mempugk ex officio,yaitu hak
yang dimiliki hakim kerena jabatannya untuk memnisari hak-hak yang dimiliki
oleh istri walaupun tidak ada dalam petitum tuntutaehingga dari sini muncul
problem bagaimana penerapan dan pandangan haki®@léh#fan terhadap hax
officio sebagai perlindungan hak anak dan mantan istri.

Penelitian ini termasuk Penelitidield reseach,serta pendekatan yang
digunakan dalam Penelitian ini adalah normatif disti yang akan digunakan
untuk menganalisis bagaimana penerapan dan panddradam P.A Sleman
terhadap halex officia Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumdbeta
primer yang berasal dari hasil wawancara dengan hBkiSleman, dan sumber
data sekunder yang berasal dari kepustakaan sstanén-dokumen yang telah
tersedia yang berhubungan dengan penelitian inianfgnya metode yang
digunakan untuk menganalisis dalam penelitian idalah metode analisis
kualitatif induktif.

Setelah mengadakan Penelitian dapat diketahui balawdangan hakim
P.A Sleman tentang hax officiosebagai perlindungan hak anak dan mantan istri
hakim di P.A Sleman sangat setuju kerena hal tatssblain memang sudah
menjadi tanggung jawab suami juga untuk memberilelajgran kepada suami
agar tidak seenaknya saja menceraikan istrinyda sertuk memberikan rasa
keadilan dan kemaslahatan bagi anak dan mantan kaemena dengan
mendapatkan hak tersebut mantan istri memperol@imgm penghidupan, dan
pemberian tersebut selama masa ’iddah atau 90 Mamun hak tersebut tidak
bisa digunakan untuk melindungi hak-hak mantan lska istri telah merelakan
hak-haknya, istri dalam keadaajabla ad-dukhyl suami tidak mempunyai
kemampuan secara ekonomi untuk memberikan hakenaéhtut, istri dinyatakan
nusyuzoleh hakim karena istri melakuan penghianatanattlaph suami dengan
melakukan selingkuh, istri tidak memenuhi kewajibsnisebagai seorang istri
serta istri melakukan perbuatan yang tidak seswigah ajaran agama.
Selanjutnya penerapan hax officio di P.A. Sleman pada tahun 2006 telah
diterapkan secara maksimal untuk melindungi hakyehkg dimiliki anak dan
mantan istri, karena ada 179 putusan atau 73,64s@ouityang memberikan hak
anak dan mantan istri dengan menggunkaneixatdficia
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Y
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c. bila ta’ marhitah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan

dammabh ditulig

okl 38 ditulis Zakat al-fitri
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' Llaly ditulis jahiliyyah
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2. It - _
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VI. Vokal Rangkap
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il ditulis a’antum
e ditulis u'iddat
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Syamsiyyalyang mengikutinya, serta menghilangkan hli(ef)nya
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i) ditulis asy-Syams
IX. Penelitian kata-kata dalam rangkaian kalimat
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“Seseorang yang berusaha dengan sekuat tenaga,
bagaikan menutup mata memilih buah dalam keranjang”
(Andrea Hirata)

b Ar-Rad (13) : 11
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 10 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaa
Kehakiman penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia
dilaksanakan oleh empat lingkungan peradilan, yB#wadilan Umum,
Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan PeradilataTadsaha Negara,
yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Peradiiegara
Tertinggi. Pengadilan pada keempat lingkungan plaradtu memiliki
cakupan dan batasan kekuasaan masing-masing.

Peradilan Agama adalah kekuasaan negara dalam imaner
memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikarkageperkara
tertentu antara orang-orang yang beragama Islarak untenegakkan
hukum dan keadilah.

Berdasarkan pengertian peradilan itu, cakupan datasan
Peradilan Agama meliputi komponen-komponen seldagyaut:

1. Kekuasaan negara, yaitu kekuasaan kehakiman ydvas luari
campur tangan kekuasaan negara lainnya dan dak pitar.
Secara operasional kekuasaan itu terdiri atas kelmabsolut
(absolute competen)ie dan kekuasaan relatif refative

competentie).

! Cik Hasan Bisri,Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesiat. ke-2
(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), him. 36



2. Badan peradilan agama, sebagai satuan penyelerigdarasaan
kehakiman. la meliputi hierarki, susunan, pimpindrakim,
panitera, dan unsur lain dalam struktur organigasgadilan.

3. Prosedur berperkara di pengadilan, yang mencakip perkara,
hukum prosedural (hukum acara) dan produk-produknya
(putusan dan penetapan). Prosedur itu meliputptaih&egiatan
menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan mesgidan
perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan.

4. Perkara-perkara dalam bidang perkawinan, kewarisasijat,
hibah, wakaf, dagadaqah.

5. Orang-orang yang beragama Islam, sebagai pihak yang
berperkara (berselisin atau bersengketa), atau perari
keadilan.

6. Hukum Islam, sebagai hukum subtansial yang dijadikgukan
dalam proses peradilan.

7. Penegakan hukum dan keadilan sebagai tufjuan.

Berdasarkan komponen-komponen di atas warga negdoadsia
yang beragama Islam dapat mencari keadilan untukyehtesaikan
masalah perceraian di Pengadilan Agama, karena ahmagmrceraian
merupakan salah satu kewenangan dari Pengadilan Agama

Undang- undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

(selanjutnya disebut UU Perkawinan) dalam Pasal 38yeimitkan ada

2 Ibid., him. 37



tiga hal yang menyebabkan putusnya perkawinan, ykégmatian,
perceraian, dan putusan pengadilaKematian merupakan penyebab
putusnya perkawinan yang tidak bersifat kausalgadangkan perceraian
dan putusan pengadilan memiliki unsur kausalitasdu@ hal terakhir ini
bisa berupa talak (cerai talak) atau khuluk (ceragat), yang masing-
masing memiliki sebab atau alasan terjadinya. Rytusperkawinan
lantaran cerai talak adalah bila kehendak ceralatang dari pihak suami
(pihak suami yang mengajukan permohonan cerai)angg@n bila
gugatan cerai itu datangnya dari pihak istri, mpkeceraian itu disebut
cerai gugat (khulukj.

Pada tahun 2006 Pengadilan Agama Sleman telah memutu
perkara cerai sebab talak sebanyak 243 kasus, aarsekian putusan
terdapat 35 putusan yang dalam amar putusannya méaberikan hak-
hak yang dimiliki oleh anak dan mantan istri.

Padahal dengan putusnya ikatan perkawinan, makadlakntara
suami dan istri masih ada, meski tidak sebesaratekgtika masih dalam
ikatan perkawinan, khususnya berkenaan dengan d&kaksgtri sebagai
perempuan yang ditalak, baik hak atas diri maupak dtas harta dan

anaknyd

% Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

4 Dedi JunaediBimbingan Perkawinan :Membina Keluarga Sakinah menal-Qur'an
dan As-Sunnalget. ke- 2 (Jakarta: Akademika Pressindo, 2008), 76

® Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agaemai Tahun 2006.

® Mochamad Sodik(edt.), Telaah Ulang Wacana Seksualit@éogyakarta: PSW IAIN
Sunan Kalijaga, Depag Rl dan McGill-1ISEP-CIDA, 200him. 219



Hak merupakan sesuatu yang menjadi bagian sesedasingrang
lain, dan kewajiban sebagai pemenuhan atas hak deamgdarinya.
Antara hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tiisa dipisahkan
dan selalu berkaitah.

Namun ketika dalam perkara perceraian karena tzak terjadi
di Pengadilan Agama Sleman, pada umumnya tuntwtag giminta oleh
penggugat atau pemohon hanya berisi: "menerima rdangabulkan
permohonan pemohon, memberi ijin kepada pemoharkuméengikrarkan
talak terhadap termohon, dan membebankan biaysargefberdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Taripertai dengan
tuntutan pemberian hak kepada iStri.

Sehingga dengan demikian jika seorang istri tidadngajukan
tuntutan akan hak-hak yang dimilikinya secara ot@nadengan
berdasarkan asas Pasal 189 R.Bg, hak yang dimiéki istri akan hilang
karena dalam hukum acara perdata hakim tidak adapatberikan hak-hak
yang dimiliki oleh istri jika tidak ada tuntutanrdastri akan hak-haknya
bila terjadi perceraian.

Hal ini karena dalam Hukum Acara Perdata, inisiatiftuk
mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya &epgang

berkepentingan. Jadi ada atau tidaknya suatu @edau apakah akan

" Ibid., him.217

8 Wawancara dengan Bapak Arwan Penitera Muda Bidungatan Pengadilan Agama
Sleman, tanggal 17 April 2008.



diproses atau tidak, apakah suatu perkara atawt@mnthak itu akan
diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepaifak pyang

berkepentingan. Pengadilan atau dalam hal ini hdadkim tidak dapat
melakukan tindakan permulaan atau memaksa supaye qerorangan
yang merasa haknya dilanggar, bertindak untuk niepesing yang dirasa
melanggar haknya itu ke muka pengadilan.

Dengan demikian jelas, bahwa di sini tuntutan hakngy
mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, skdangakim hanya
bersifat menunggu datangnya tuntutan hak yangldiajkepadanya.

Selain itu dalam pemberian putusan terhadap seakaga perdata,
hakim wajib mengadili segala bagian dari tuntutamggugat ia tidak
boleh memberi putusan tentang hal-hal yang tidaiuntit atau
meluluskan lebih daripada yang ditumtiiial ini sesuai dengan ketentuan
Pasal 189 ayat 3 R.Bg, bahwa seorang hakim dilamaegjatuhkan
putusan atas ha-hal yang tidak diminta atau menkgmtuebih daripada
yang digugat?!

Dalam proses pemeriksaan di muka persidangan, hemntidak
mengajukan gugat rekonvensi mengenai hak-haknyagaehbstri yang

akan diceraikan suaminya. Maka berdasarkan asétsa“petitum par

% Nur RasaidHukum Acara Perdataet. ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), him.4
9 bid., him.48

' Fauzan, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama daahkamah
Syar’iyah di Indonesig Jakarta: Kencana, 2005), him.58



tium’, hakim tidak dapat memberikan hak-hak istri tergeakibat cerai
talak yang merupakan kewajiban suami, dalam antaspo->

Jabatan hakim merupakan jabatan fungsional karemdmh
memiliki kedudukan, tugas, tanggung jawab, wewenang ik tertentu.
Salah satu hak yang dimiliki hakim adalah rek officio yang berarti
karena jabataf?

Hak ex officio adalah, hak yang dimiliki oleh hakim untuk
memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ade dafgutan, hak ini
sepenuhnya merupakan wewenang seorang hakim dalanutossan
perkara™*

Sehingga dengan adanya lekofficiotersebut seharusnya hakim
dapat menggunakannya dengan maksimal untuk melgndhak-hak yang
dimiliki oleh anak dan istri setelah terjadinya qgeaian karena talak.
Namun pada kenyataannya banyak putusan perceralzab stalak di
Pengadilan Agama Sleman yang tidak memberikan hlakquag dimiliki
oleh anak dan mantan istri, sehingga hal ini dagiattikan hakim
Pengadilan Agama Sleman kurang maksimal dalam meaggn hakex

officio yang dimiliki.

2 Fauzan, Edy NoerfuadyProblemantika Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam
Penyelesaian Perkara Percerai@akarta: Al Hikmah & DITBINBAPERA Islam, 1997)Irh.89.

13 J.C.T. SimorangkirKamus hukunfJakarta: Sinar Grafika , 2007), him. 46

14 Wawancara dengan Bapak Arwan Panitera Muda Bi@Gumptan Pengadilan Agama
Sleman, tanggal 17 April 2008.



Dengan masih banyaknya putusan cerai talak yangk tid
memberikan hak yang dimiliki oleh anak dan mantatri iserta
penggunaan dan penerapan hak officio oleh hakim di Pengadilan
Agama Sleman yang kurang maksimal, layak untuk jidikentang
bagaimana sebenarnya penerapan déwakofficio di Pengadilan Agama
Sleman, serta bagaimana pandangan hakim Pengaijama Sleman

terhadap hakx officiosebagai perlindungan hak anak dan mantan istri.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari uraian latar belakang, maka pokokatah dalam

penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Sleman
terhadap halkEx Officio sebagai perlindungan hak anak dan
mantan istri?

2. Bagaimana penerapan h&k Officio hakim di Pengadilan

Agama Sleman pada tahun 2006?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan
Sesuai dengan pokok masalahnya, maka tujuan panetit adalah:
a. Untuk mendeskripsikan penerapan hak officio hakim di

Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2006.



b. Untuk mendeskripsikan pandangan hakim Pengadilamm®g
Sleman terhadap penggunaan leakofficio sebagai perlindungan
hak anak dan mantan istri.

2. Kegunaan

Kemudian kegunaan penelitian ini adalah sebagé#uter

a. Sebagai sumbangan untuk menambah khazanah iimetaéogn,
khususnya dalam bidang ilmu hukum tentang hukumakgh pada
khususnya.

b. Sebagai kajian penelitian lebih lanjut bagi insiitatau lembaga
terkait meupun praktisi hukum dan pihak-pihak layang

membutuhkan.

D. Telaah Pustaka
Sepanjang pengetahuan penyusun belum ada tulsampanelitian
yang membabhas tentang hekofficiohakim dalam bentuk skripsi,
Kemudian ada beberapa karya yang membahas tensngsth
diantaranya skripsi Rosyidah Z.A yang berjudul "Hiz Kewajiban Istri
Dalam Keluarga (Studi atas Kitab an-Nikah dalam ditan ad-Din
karya al-Gazzali)*® Karya ini membahas tentang hak dan kewajiban yang
dimiliki oleh istri dalam rumah tangga dalam kitabh-Nikah karya al-

Ghazali.

!> Rosyidah Z.A "Hak dan Kewajiban Istri dalam Kelgar(Studi atas Kitab an-Nikah
dalam ihya’'ulum ad-Din karya al-Gazzali)”, skripBiakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2004, tidak diterbitkan.



Karya Asmini Munawaroh yang berjudul "Hak dan Kewaiilistri
dalam Rumah Tangga Menurut Nawawi dan Asghar Ali Ereyiti®
Skripsi ini membahas bagaimana pemikiran Imam Nawdam Asghar
Ali Engineer tentang hak dan kewajiban istri dalammah tangga.

Karya Zuliana Elly Triantini yang berjudul "Hak-hdkerempuan
dalam Perkawinan (Studi Komparasi Pemikiran an-Naw&®aatani dan
Masdar Farid Mas'udi*’ Skripsi ini membahas perbedaaan dan
persamaan pemikiran an-Nawawi al-Bantani dan Masdad MMas’udi
dalam hal pemikiran tentang hak-hak yang dimilikkloperempuan dalam
perkawinan.

Selain itu dalam bentuk karya yang berhubungan aleihgk anak
dapat dijumpai dalam karya Muh Sumiran yang betjluiak-hak Anak
dalam Keluarga (Studi Perbandingan Antara Islam Kanvensi HAM
PBB)"® karya ini membandingan antara Islam dan konveidgil PBB
dalam hal hak-hak anak dalam keluarga.

Berdasarkan telaah pustaka terhadap karya-karytasdiaaka
sejauh pengetahuan penyusun belum ada yang pemradiitntopik yang

penyusun angkat.

6 Asmini Munawaroh, “ Hak dan Kewajiban Istri dalaRumah Tangga Menurut
Nawawi dan Asghar Ali Engineer”, Skripsi FakultagaBah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2005, tidak diterbitkan.

7 zuliana Elly Triantini, ” Hak-hak Perempuan dald®erkawinan (Studi Komparasi
Pemikiran An-Nawawi al-Bantani dan Masdar Farid Mdg”, Skripsi Fakultas Syariah IAIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004, tidak diterbitkan.

8 Muh Sumiran, "Hak-hak Anak dalam Keluarga (Stueitandingan Antara Islam dan
Konvensi HAM PBB)", Skripsi Fakultas Syariah IAINugan Kalijaga Yogyakarta, 2000, tidak
diterbitkan.
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E. Kerangka Teoretik

Hak atau wewenang adalah izin atau kekuasaan yarmgikdib
oleh hukum kepada seseorang untuk melakukan sestatu tidak
melakukan sesuatu. Menurut L. J. Van Apeldoorn ssb@na yang
dikutip oleh C.S.T. Kansil mendefinisikan hak ialdiukum yang
dihubungkan dengan seseorang manusia atau subkaknhertentu dan
dengan demikian menjelma menjadi sesuatu kekud3aan.

Hak merupakan sesuatu yang menjadi bagian sesedasingrang
lain, dan kewajiban sebagai pemenuhan atas hak deamgdarinya.
Antara hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tiisa dipisahkan
dan selalu berkaitaf!.

Dalam ilmu hukum hak dibedakan menjadi dua, hak lakut
(absolut) dan hak nisbi (relatif). Hak mutlak ialahk yang memberikan
kewenangan kepada seseorang untuk melakukan segeatwatan
hukum, dan hak tersebut dapat dipertahankan tepha@dga pun juga.
Seperti hak marital, hak suami untuk menguasairingt® dan harta
bendanya. Sedangkan hak nisbi atau relatif iat&hyang memberikan
wewenang kepada seseorang atau beberapa orangmetwntut agar
supaya seseorang atau beberapa orang yang laianttertuntuk

memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidakuken sesuatth.

¥c. s T. KansilPengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Indongsid. ke-8 (Jakarta:
Balai Pustaka, 1989), him. 120.

20 Mochamad Sodik,(edt.J,elaah Ulang.,.him. 217

2L C. S. T. KansilPengantar Ilmu Hukum,.him. 121.
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Sehingga bila ada pelanggaran terhadap hak-hakdramiiki oleh
seseorang maka dapat mengajukan gugatan kepadadgangdi sinilah
tugas dari seorang hakim, karena hakim adalah grang bijaksana atau
orang yang memutuskan perkara dan menetapkanngas Tiiama hakim
adalah memeriksa dan mengadili perkara yang dinjlea pengadilan
sehingga menghasilkan keputusan yang digunakark unainyelesaikan
perkara.

Seorang Hakim dalam menjalankan tugasnya memikggtarg
jawab yang besar dan ia harus menyadari tanggungojawa Sebab,
putusan hakim dapat membawa akibat yang sangatpadé kehidupan
para pihak dan atau orang lain yang terkena olaykguan putusan hakim
tersebut. Keputusan Hakim yang tidak adil dapat gakibatkan
penderitaan lahir batin yang dapat membekas segahjdup para pihak.
Karena itu, tentunya merupakan dosa yang besahb&gn apabila dalam
memutuskan perkara meninggalkan obyektivitasnyarnamadanya suatu
pengaruh tertentt?

Oleh karena itu faktor-faktor yang penting untukwopidkan
hakim yang ideal termasuk membuat ketentuan-kedenyang mengikat
hakim dalam berbagai hal termasuk cara kerja datasbabatas
wewenangnya.

Dalam al-Qur’an disebutkan :

22 suhrawardi K. LubisEtika Profesi Hukum(Jakarta: Sinar Grafika, 1997), him. 25-26.
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230, salat 2l 5 aSHULaT | 53 g5 5 gyl g ) ) 53 625 ) sl il

Hal-hal yang buruk yang akan terjadi harus dicegghr hakim
tetap konsisten dan profesional dengan tugas utgansebagai seorang
penegak hukum yang harus terbebas dari kepentiagapun selain
kepentingan menegakkan hukum dan keadilan.

Bertolak dari tugas memutus sengketa, dapat dilggkgembetapa
besar tantangan dan godaan yang akan menghadaggHa&m dalam
menjalankan pengabdiannya. Hakim wajib untuk meikéerputusan
yang sesuai dengan kebenaran dan keadilan, selaagainyang
dikehendaki pencari keadilan tanpa terpengaruhatehgl-hal yang dapat
menganggu dalam pembuatan keputusannya.

Keputusan hakim juga menentukan kemaslahatan nastar
banyak. Hakim harus senantiasa diliputi oleh sumsgang kondusif,
suasana yang dapat menjamin dirinya untuk terhiddar kemungkinan
melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak, danyar adalah
menjauhkan hakim dari pengaruh kepentingan laituai kepentingan
menegakkan hukum dan keadilan.

Aplikasi dari hal ini adalah memberikan peratur@napuran yang
mengikat dan memberikan hak atau kewenangan bagnhaan agar
kewenangan tersebut dapat digunakan oleh hakim, treaks dituangkan

dalam sebuah peraturan perundang-undangan sesara re

2 Al-Anfal (8): 27
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Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 41 herWndang-
undang Perkawinan, yang merupakex specialis maka Hakim karena
jabatannya tanpa harus ada permintaan dari pitikdapat mewajibkan
atau menghukum dalam putusan tersebut kepada bmiasi untuk
memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukatu s«ewajiban
bagi bekas istri. Hal tersebut dimaksudkan untmvdgidnya perceraian
yang adil dan ihsan, serta peradilan yang sederhzat@at dan biaya
ringan®* Serta Pasal 14 ayat (1) UU.No.14 Tahun 1970 Jo. UU.4No
Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, kemudisal RZ8 ayat (2)
dan (3) HIR, Pasal 59 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 UU. No. 3
Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- undang Wahun 1989
tentang Peradilan Agama, memberikan legitimasi kapaakim untuk
dapat memutus lebih dari yang diminta karena jaivgta atau secar@x
officio), dalam perkara perceraian.

Dengan demikian maka peraturan tersebut diharapdapat
berjalan dengan baik, sehingga dapat mewujudkan #ehstan sekaligus
menjauhkan dari kemadaratan, baik madarat bagianalsyt luas maupun
bagi hakim itu sendiri.

Dalam kaidah fighiyyah disebutkan :

22 SeY) 53 ady )y pal)

84.

24 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agamahlm. 219

% Asjmuni Abdurrahman,Qaidah-gaidah Figih(Jakarta: Bulan-Bintang, 1976), him.
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Dari kaidah ini dapat diketahui bahwa adanya kevaai
menghindarkan akan terjadinya suatu kemadaratandstagan kata lain
bahwa usaha agar jangan terjadi suatu kemadarateyan segala upaya
yang mungkin untuk diusahak&\. Pada dasarnya Islam tidak
menghendaki kemadaratan kepada ummatnya karenad&esten itu
wajib dihilangkan sebagaimana hadis Nabi:

27T\ oY ) Y

Ibn al-Qayyim, sebagaimana dikutip oleh Hasbi ashi®agy
mengatakan, Sesungguhnya syari'at Islam itu pordtasiasalnya adalah
hikmah dan kemaslahatan hamba, baik di dunia madiathirat?®

Kemaslahatan disini adalah bila hakim tidak mengggan hakex
officio dikhawatirkan akan menimbulkan kemadharatan bagyarakat,
karena masyarakat masih banyak yang tidak mengekatkuhak yang
dimilikinya terutama seorang istri bila terjadi peraian, sehingga hakim
dapat menjelaskan kepada istri yang akan di taddkvh sesungguhnya
setelah terjadi perceraian seorang istri mempungkihak yang harus di
penuhi oleh suami.

Selain itu dalam kondisi perekonomian yang sekaranguga

akan sangat memberatkan jika harus berkali-kali gakearkan biaya

2 bid., him. 84-85.

2" Imam Malik, Al-Muwatta (Beirut: Dar al-kutub al- ‘ilmiyah, t.t.) 11:745Kitab al-
Aqdiyah, Bab al-Qada’ fi al-Marfiq, Hadis dari Yyghdari Malik dari Amr ibn Yahya al- Mazini
dari ayahnya.

% Hasbi ash-ShiddieqyFalsafah Hukum Islam cet. ke-7 (Jakarta: Bulan Bintang,
1998), him. 77
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untuk membayar perkara dalam persidangan. Sehimygjai hakim

diharapkan dapat menggunakan Rakofficio untuk melindungi hak-hak
anak dan mantan istri dalam perkara perceraiamggdn nanti tidak ada
lagi pengajuan gugatan terhadap hak-hak yang #inaitiak dan mantan

istri setelah ada putusan perceraian dari pengadila

F. Metode Penelitian
Dalam penelitian ini, penyusun membahas skripsi ini

menggunakan rangkaian metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi olah termasuk
jenis penelitian lapanganfi€ld research, yaitu penelitian yang
dilakukan di lapangan guna mendapatkan data yapgridkan?®
Dalam operasionalnya sumber data utama diambil Barigadilan
Agama Sleman, sebagai lokasi penelitian.

2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, itga suatu penelitian
yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah, keatkaperistiva
sebagaimana adanya sehingga bersifat fafktuggngan memaparkan

atau mendeskripsikan penerapan serta pandangam Hdmgadilan

# gsaifuddin AzwarMetode Penelitiancet. ke-2 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999),
him.21.

%0 Hadari NawawiMetode Penelitian SosidYogyakarta : Gajah Mada University Press,
1993), him. 31.
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Agama Sleman terhadap hek officiosebagai perlindungan hak anak
dan mantan istri, kemudian menganalisa penerapda pandangan
hakim tersebut.

3. Pendekatan

a. Pendekatan yuridis, yaitu cara pendekatan masaal diteliti
dengan berdasarakan aturan perundang-undangaspnagiensi,
dan aturan-aturan lain yang berkaitan dengan pedatzen yang
penyusun angkat, yang berlaku sebagai hukum pdsitidonesia.

b. Pendekatan normatif, yaitu suatu cara pendekathiadap suatu
masalah yang diteliti dengan berdasarkan kepadmaiaorma
yang terkandung dalam hukum Islam yang relevan aeng
permasalahan tersebut, apakah suatu hal itu baikbatruk, benar
atau salah berdasarkan norma syari‘at Istam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi yhitu:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung damber di
lapangan atau data yang diperoleh dari hasil waaranc

2. Data sekunder yaitu data yang sudah tersedia bdepastakaan
dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan magatahdi

teliti.

31 Sutrisno HadilMetode Research (Yogyakarta : Andi Offset, 1989), him. 142.

%2 Soerjono Soekant®engantar Penelitian HukufJakarta : Ul Press, 1986), him.21.
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Soerjono Soekanto menyebutkan ada tiga jenis ategympulan data
yaitu dokomentasi, observasi dan intervitvidalam penelitian ini
Peneliti menggunakan :

1. Metode interview, yakni memperoleh keterangan dikak
melalui wawancara. Responden adalah orang yangn@imi
memberikan keterangan tentang suatu fakta atau apanhd
Sedangkan Informan adalah orang yang memberikamniafst*
Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai resgonédalah
hakim- hakim P.A Sleman yang berjumlah 12 orang, urapada
penelitian ini Peneliti batasi menjadi 2 orang hakiang cukup
mewakili permasalahan yang ada. Jenis wawancara yang
digunakan dalam penelitian ini adalah wawancarartgipi yaitu
wawancara atau interview yang dilakukan oleh pewasar@anc
dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap darirtei}y

2. Metode dokumentasi, yaitu mencari data secara liggrtbaik
berupa catatan, dokumen atau arsip-arsip sertaulw lain yang
dianggap perlu dan sejalan dengan penelitian yasgyysun

lakukan.

33 |bid., him.21

3 Suharsimi ArikuntoProsedur Penelitian : Suatu Pendekatan PraKtikarta: Rineka
Cipta, 1993), him.145.

35 |bid., him. 156
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5. Populasi dan sample
Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian, nggda sample
adalah sebagian atau wakil populasi yang dit€libalam penelitian
ini pengambilan sample dilakukan denagan purposarapling yaitu
pengambilan sample yang didasarkan atas adanaym tigrtentd’

6. Teknik Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan adalah metoalésis kualitatif,
dengan menggunakan alur berfikir induktif, yaituacderfikir yang
bertolak dari hal-hal yang bersifat khusus kemudimeneralisasikan

kedalam kesimpulan yang umum.

G. Sistematika Pembahasan.

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dan
mempermudah pembahasan, maka penyusun menyajilsiematika
pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, bagian ini memaparkan latar belakaggplah yang
memuat ide awal bagi penelitian ini, kemudian pokwksalah penelitian
yang muncul dari latar belakang masalah yang digadbahasan pokok
masalah dalam penelitian ini, dilanjutkan dengguoatu dan kegunaan
penelitian yang sangat membantu dalam memberikativaso dalam
menyelesaikan penelitian ini, selanjutnya telaaktaka yang digunakan

sebagai tolak ukur penguasaan literatur dalam measbdan menguraikan

% |bid., him. 130-131.

37 bid., him. 139.
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bagi penyelesaian penelitian ini, kemudian dildgut dengan kerangka
teoritik dan metode penelitian yang dapat mempeahudeneliti dalam
pembahasan. Bab ini diakhiri dengan sistematika bpdiasan agar
pembahasan ini lebih mudah difahami.

Kemudian pada bab kedua, penyusun menempatkanuamja
umum terhadap halex officio hakim agar pembahasan dapat lebih
mengena pada sasaran, bab ini berisi tentang aimjamum tentang hak
ex officio dan perlindungan hukum, terdiri dari dua sub babb bab
pertama menjelaskan tentang lekofficig kemudian sub bab yang kedua
menjelaskan tentang perlindungan hukum dan hakermpatan bab ini
adalah penting karena bab ini menjadi landasandatam penelitian ini

Kemudian untuk mengetahui penerapan dan pandangkim h
terhadapa hakx officio,maka pada baketiga ini penyusun menempatkan
pembahasan tentang penerapan serta pandangan teskadap hak ex
officio. Bab ketiga ini terdiri dari tiga sub bapang pertama deskripsi
Pengadilan Agama Sleman, hal ini digunakan untukga&hui kondisi
lapangan yang digunakan sebagai tempat peneki#snudian yang kedua
akan menguraikan tentang penerapan énakfficioHakim di Pengadilan
Agama Sleman, kemudian sub bab yang ketiga membpadwadangan
Hakim Pengadilan Agama Sleman tentang hek officio sebagai
perlindungan hak anak dan mantan istri. Dari perasaih bab ini Peneliti
dapat mengumpulkan data yang berkaitan dengan if@melyang

dilakukan Peneliti.
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Berpijak dari bab sebelumnya maka untuk mempertdijekos
penelitian ini, Peneliti melanjutkan pada bab keatgpng merupakan bab
analisis penerapan dan pandangan hakim Pengadilama\gSleman
terhadap halex officio sebagai perlindungan hak anak dan mantan istri.
Setelah pada bab- bab sebelumnya yang merupakhrpdesmaka pada
bab inilah saatnya dilakukan analisis, karena damiiah maka Peneliti
berharap dapat memperoleh jawaban terhadap peahasatang ada.

Untuk mengakhiri penelitian ini dan sekaligus merofeh
jawaban yang valid, maka Peneliti menempatkanKedima sebagai bab
penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian daran-saran sebagai

tindak lanjut atau acuan penelitian.
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TINJAUAN UMUM TERHADAP HAK EX OFFICIO
DAN PERLINDUNGAN HUKUM

A. Hak Ex Officio Hakim

Pengertian halkx officiomenurut Yan Pramadya Puspa dalam kamus
hukum ex officio berarti karena jabatan, hal ini dapat dilihat daoshtoh
“dalam hal adanya esksepsi yang dibenarkan secakamh hakim atau
pengadilarex officiowajib menyatakan dirinya tak berwewenanhg”.

Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonegiaofficio berarti
kerena jabatan, seperti dalam kalimat memangkugatsecarax officio?

Pengertian hakx officioberasal dari Bahasa Latin yang berarti kerena
jabatan tanpa diperlukan lagi pengangkatan. Sepaiim kalimat kepala
kejari ex officioanggota Muspida daerah tingkat satu.

Selanjutnya menurut Subekti pengertian ek officio berasal dari
Bahasa LatinambtshalveBahasa Belanda yang berarti karena jabatan, tidak
berdasarkan surat penetapan atau pengangkatartjdageberdasarkan suatu
permohonar.

Hakim sama dengagadi yang artinya memutus, sedangkan menurut

bahasa adalah orang yang bijaksana atau orangnyamgituskan perkara dan

! Yan Pramadya Puspéamus Hukunf{Semarang: Aneka, 1977), him. 366

2 Tim PenyusunKamus Besar Bahasa Indonesizt. ke-2 (Jakarta:Balai Pustaka,1989),
him. 238.

% Andi HamzahKamus Hukuneet. ke-1 (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1986), hig7. 1

4 Subekti dan R. Tjitrosoedibid¢amus Hukumcet. ke-4 (Jakarta: Pradnya Paramita:
1979), him. 43
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menetapkannyaAdapun pengertian menurut syara' yaitu orang yaamp#at
oleh kepala Negara untuk menjadi hakim dalam mesg#dan gugatan,
perselisihan-perselisinan dalam bidang hukum pardih karena penguasa
sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas perafiil@ebagaimana Nabi
Muhammad SAW telah mengangkatdi untuk bertugas menyelesaikan
sengketa diantara manusia di tempat-tempat yarilg gebagaimana ia telah
melimpahkan wewenang ini pada sahabafnijakim sendiri adalah pejabat
peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undamgdang untuk
mengadili.

Pengertian halex officio hakim adalah hak atau kewenangan yang
dimiliki oleh hakim karena jabatannya, dan salatursga adalah untuk
memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dardutar?

Hak ex officiohakim merupakan hak yang dimiliki oleh hakim karen
jabatannya untuk memberikan hak yang dimiliki olentan istri walaupun
hak tersebut tidak ada dalam tuntutan atau pernashatari istri dalam

perceraiar.

5 Muhammad Salam MadkuPeradilan dalam Islamalih bahasa Imran AM (Surabaya:

Bina limu, 1993), him. 20

® Tengku Muhammad Hasbi ash-ShidieBgradilan dan Hukum Acara Islamet. Ke-1

(Semarang: Pustaka Rizki Putera, 1997), him. 29.

” Muhammad Salam MadkuPeradilan dalam Islamalih bahasa Imran AM (Surabaya:

Bina limu, 1993), him. 29.

8 wWawancara dengan Bapak Arwan Panitera Muda Bi@ugptan Pengadilan Agama

Sleman, tanggal 17 April 2008.

° Ibid.
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Dalam perkara perceraian hakim dapat memutus lebih dari yang
diminta karena jabannya, hal ini berdasarkan Relsauruf ¢ Undang-undang
Perkawinar’

"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suarak unemberi

pia_ya penghidupan dan atau menentukan sesuatuikewjagi bekas

istrinya”.

Selain dalam Pasal tersebut, Mahkamah Agung dalaberdea
putusannya berpendapat bahwa mengabulkan lebih ydarg dituntut,
memutuskan sebagian saja dari semua tuntutan yaamkah atau
memutuskan hal-hal yang tidak di tuntut bertentarggngan Pasal 178 ayat 3
HIR. Sebaliknya dalam putusannya tanggal 23 Mei018ahkamah Agung
berpendapat, bahwa meskipun tuntutan ganti kerugiaatehnya dianggap
tidak pantas sedang pengugat mutlak menuntut safjunilu, hakim
berwewenang untuk menetapkan berapa sepantasnyadifzayar dan hal itu
tidak melanggar Pasal 178 ayat 3 HIR. Kemudian da@iaimsannya tanggal 4
Februari 1970 Mahkamah Agung berpendapat, bahwa aBéag Negeri
boleh memberi putusan yang melebihi apa yang danda@lam hal adanya
hubungan yang erat satu sama lainya, dalam hBbisal 178 ayat 3 HIR tidak
berlaku secara mutlak, sebab hakim dalam menjatarikgasnya harus
bertindak secara aktif dan selalu harus berusaha mgmberikan putusan
yang benar-benar menyelesaikan perkara. Sedangkéam dputusannya

tanggal 8 Januari 1972 Mahkamah Agung berpendapatebanengabulkan

19 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agacet. ke-6 (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2005), him.11
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hal yang lebih daripada yang digugat tetapi yangilmsesuai dengan kejadian

materiil diizinkan'*

B. Perlindungan Hukum dan Hak
1. Hak dan Perlindungan Hukum

Hak atau wewenang adalah izin atau kekuasaan yamgikdib
oleh hukum kepada seseorang untuk melakukan sesatatu tidak
melakukan sesuatu. Menurut L. J. Van Apeldoorn ssb@na yang
dikutip olen C.S.T. Kansil mendefinisikan hak ialdlukum yang
dihubungkan dengan seseorang manusia atau subkaknhertentu dan
dengan demikian menjelma menjadi sesuatu kekud8aan.

Hak adalah seperangkat kewenangan yang diperoledorsag
baik berupa hak yang melekat sejak ia lahir sampeninggalnya yang
biasa disebut hak asasi manusia maupun yang miatkh melakukan
interaksi sosial dengan sesamatya.

Hak merupakan sesuatu yang menjadi bagian sesedasingrang

lain, dan kewajiban sebagai pemenuhan atas hak deamgdarinya.

1 Sudikno MertokusumoHukum Acara Perdata Indonesiaet. ke-5 (Yogyakarta:
Liberty, 1998), him. 216

12.C. s. T. KansilPengantar IImu Hukum dan Tata Hukum Indongsit. ke-8 (Jakarta:
Balai Pustaka, 1989), him. 120.

13 Zainuddin Ali, Filsafat Hukum(Jakarta: Sinar Grafika, 2006), him. 27
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Antara hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tiisa dipisahkan
dan selalu berkaitaf.

Sedangkan kewajiban berasal dari kata wajib ditanalvedian ke-
dan akhiran—an yang berarti sesuatu yang wajib allkan atau
dilakukan’®

Dalam ilmu hukum hak dibedakan menjadi dua, hak lakut
(absolu) dan hak nisb{relatif). Hak mulak ialah hak yang memberikan
kewenangan kepada seseorang untuk melakukan segeatwatan
hukum, dan hak tersebut dapat dipertahankan tephaidg@a pun juga
Sedangkan hak nisbi atau relatif ialah hak yanghbegikan wewenang
kepada seseorang atau beberapa orang untuk meragdunt supaya
seseorang atau beberapa orang yang lain terteritk unemberikan
sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukantsé%

Hak relatif atau hak nisbi sebagian besar terddptgm hukum
perikatan atau bagian dari hukum perdata yang findmrdasarkan
persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan.e@ephak istri
menerima nafkah dari suaminya, dan dia berhak ntehdari suaminya

itu. Maka hak suami istri dalam perkawinan adalamésuk hak relatif’

4 Mochamad Sodik,(edt)Telaah Ulang Wacana Seksualit@éogyakarta: PSW IAIN
Sunan Kalijaga, Depag Rl dan McGill-IISEP-CIDA, 200him. 217

'° Firdaweri,Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan: Karena Ketidampuan Suami
Menunaikan Kewajibanny@akarta: Pedoman Ilimu Jaya, 1989), him. 8

6 C. S. T. KansilPengantar lImu Hukuphim. 121.

" Firdaweri,Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan: Karena Keidampuan Suami
Menunaikan Kewajibanny@akarta: Pedoman Ilimu Jaya, 1989), him. 8
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Kata perlindungan berasal dari kata lindung, kaitaduing
mendapat awalan per akhiran—an menjadi perlindyndgm dapat berarti
perbuatan melindungi, memberi pertolongan atausgeain

Perlindungan dalam arti bernaung atau meminta lpegan
misalnya minta pertolongan atau perlindungan kepdiddn agar selamat,
tidak terkena bencana dan sebagainya. Perlindubgaarti perbuatan
melindungi atau memberi pertolongan atau penjagaisalnya memberi
perlindungan kepada orang-orang yang lemabh.

Sedangkan hukum menurut W.J.S Poerwadarminta dakmus
Bahasa Indonesia, adalah peraturan yang dibuasakgin kekuasaan atau
adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk oranyabaatau segala
undang-undang, peraturan dan sebagaimana untukatnengergaulan
hidup dalam masyarakét.

Menurut Han-Kol dalam Ensiklopedi Indonesia, hukaaalah
rangkaian kaidah, peraturan-peraturan, tata atlraik yang tertulis
(undang-undang, peraturan pemerintah, kitab undadgng, piagam, dan
sebagainya) maupun yang tidak tertulis (hukum leglain, hukum adat)
yang menentukan atau mengatur hubungan antara paggota

masyarakat’

18 W.J.S. Poerwadarmint&amus Umum Bahasa Indonesjdakarta: Balai Pustaka,
1993), him. 600.

19 Ibid., him. 363

2 Han-Kol, Ensklopedi Indonesi@lakarta: Djaja Pirasa, t.t.), him. 1344
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Berbeda dengan pendapat di atas, menurut Djajatigdalam
bukunya ilmu hukum dan hukum adat, hukum adalatuskarya dari
seluruh masyarakat, sifat dari karya tersebut &dafengugeran
(Normeiering) yang berarti pembatasan dari pada tingkah laku dan
perbuatan orang dalam perhubungan pamrih, selgajudia mengatakan
bahwa tidak ada seorang juga pun yang keberatardibélgaskan bahwa
karya itu dimaksudkan adalah menyelenggarakary#atg adil**

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yanga#sud
dengan perlindungan hukum dalam judul di muka ddaiak-hak yang
dilindungi oleh hukum, adapun yang dimaksud denbakum disini

adalah UU Perkawinan dan peraturan atau hukum tgakgit dengannya.

2. Hak Anak dan Mantan Istri

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seopiay dengan
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuanbmetuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarketohEnan yang
Maha Es&?

Bunyi Pasal 1 UU Perkawinan ini secara gamblang nimrikan
tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yanigagm dan kekal
yang didasarkan pada ajaran agama. Dalam penjeldsdang-undang

Perkawinan disebutkan bahwa membentuk keluarga yahagia itu erat

2L M. Djojodigoeno, Reorientasi Hukum dan Hukum Ad#¥ogyakarta: Penerbit
Universitas, 1996), him. 14

22 YU Perkawinan Pasal 1
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hubungannya dengan keturunan, yang juga merupakantperkawinan,
di mana pemeliharan dan pendidikan menjadi hak leavajiban orang
tua.

Adanya hak dan kewajiban yang harus diemban dakjalanan
hidup berumah tangga, yaitu diantaranya adalamgetoenolong dalam
suka dan duka. Perkawinan tidak hanya sebatas éd&bolmelakukan
hubungan suami istri, tetapi dalam pernikahan mt&®anyak hak dan
kewajiban yang dikandung dalam pernikahan. Jaditbifadi suatu akad
pernikahan maka harus dipahami bahwa setelah pexigternikahan
tersebut banyak kewajiban serta hak yang harusalkan baik bagi diri
mereka (suami istri) ataupun bagi anak-anak yangnakenambah
semaraknya kehidupan rumah tangga.

Perceraian adalah suatu hal yang pada intinya tdisiginkan
terjadi oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun jlgtapi kadang-
kadang perceraian adalah jalan yang terbaik dag y@rburuk yang harus
dilakukan, untuk menyelesaikan perselisihan yamgstanenerus, atau
untuk menyelesaiakan perpecahan yang tidak dagatdiperbaiki di
dalam sebuah rumah tangga.

Perceraian yang dilakukan dengan baik, adalah rigatsangat
didambakan oleh berbagai pihak, tetapi seringkatugnya perkawinan
karena perceraian membawa dampak timbulnya kepalatakegetiran.

Melalui UU Perkawinan mengatur walaupun perkawinan utu

karena perceraian, ada beberapa kewajiban yank hitleng dari para
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pihak yang perkawinan yang putus karena percerg&éng hilang adalah
kewajiban untuk hidup bersama di bawah satu atapsepk perkawinan
putus, tidak terbentuk lagi harta bersama. Mengemawik dan harta
bersama sebagai hasil dari perkawinan, harus diskdes dengan bijak
sesuai dengan hukum yang mengatur.
A. Hak Anak
Tujuan dari perkawinan salah satunya adalah untuk
memperoleh anak guna mempertahankan keturunan dagaa ini
tidak kosong dari jenis menusia. Anak adalah hidsgnidupan dan
penerus keturunan yang akan meramaikan dunia daasmya

sebagai khalifah di bumi. Allah SWT berfirman:
Ll s ey die ja Caliall sl g Laall 3 galdl 455 () suall 5 JUall
e NEE
Pengertian tentang anak dalam Islam diasosiasikdagsi
makhluk ciptaan Allah yang lemah dan berkedudukatiamnyang
keberadaannya melalui proses penciptaan yang bendimpada
kewenangan dan kehendak Allah.

Penjelasan status anak dalam Islam ditegaskan daiaran

Allah:
Cughall e a8 )5 sadlls sl (8 agiles s ool (o L S il

299 LA yaa 5K e agiliad g

2 Al-Kahfi (18): 46
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Hal ini menunjukakan bahwa Islam meletakkan kedaduk
anak sebagai suatu makhluk yang mulia dan dibesgkieyang baik

dan memiliki nilai plus tersendiri hal ini di firm&an Allah:

290 588 Cpmal & sy Ll )

Selain itu anak juga merupakan titipan Allah kep&ddua
orang tua, masyarakat, bangsa dan negara sebagaigpajaran Islam
yang kelak akan memakmurkan dunia.

Keluarga adalah tempat pengasuhan dan penggemblenga
alami yang sanggup memelihara anak-anak yang sedaroyh, yang
mampu mengembangkan fisik, daya nalar, dan jiwaekeerMasa
kanak-kanak manusia berlangsung lebih lama dibgkdm dengan
masa kanak-kanak makhluk lainnya. Hal itu karena faasa kanak-
kanak manusia merupakan tahapan persiapan pembindam
penggemblengan agar mereka sanggup memainkan perag
dibebankan kepadanya dalam fase berikutnya yaseidawas?’

Selama daur yang dilalui oleh manusia itu dibaredgngan

hak dan kewajiban, baik dalam garis vertikal maulpaoinsontal.

24 Al-lsra’ (17): 70
% At-Tin (95):4

26 Ahmad Fa'iz,Cita Keluarga Islam cet. ke-2 (Jakarta: Serambi lIlmu Semesta, 2002),
him.70
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Hak dan kewajiban vertikal adalah hubungan mandsrsgan
Tuhannya. Sedangkan hubungan horisontal adalatidmalkewajiban
terhadap sesama manusia yang terjadi secara alanpum dibuat dan
direncanakan untuk dan oleh manusia sendiri.

Diantara hak dan kewajiban horisontal adalah kewajiba
memperhatikan hak keluarganya, hak suami istri, tak anak-
anaknya.

Agar lebih komprehensif disini akan dikemukakartdaeg hak-
hak anak dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.

Dalam hukum positif anak-anak mempunyai hak sebagai
berikut:
1.Hak anak dalam kandungan

a. Kesejahteraan jasmani, rohani dan sosial, anakakedtas
pemeliharaan dan perlindungan, baik selama masiamda
kandungan maupun sesudah dilahirkan.

b. Hak untuk hidup dari aborsi, setiap anak mempuhg&iuntuk
hidup dan terhindar dari upaya-upaya yang dapat
membahayakannya selama masih dalam kandungan waisaln
bahaya dari aborsi.

2.Hak anak sejak dilahirkan
Perlindungan hukum terhadap anak disebutkan dalam

peraturan-peraturan seperti dalam UU No.23 Tahun 280&ng
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Perlindungan Anak, dan hak yang dimiliki anak seja&hirkan ke

dunia adalah sebagi berikut:

a. Hak untuk identitas diri, anak mempunyai hak idestidiri
berupa nama, asal-usul, jenis kelamin, tempat kalahdan
status kwarganegaraan yang kesemuanya dibuktikagade
akte kelahiran.

b. Hak untuk tumbuh berkembang sebagai mana dijelagékam
UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mekantu
bahwa:

1) Anak berhak beribadah

2) Anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan
diskriminasi, dan eksploitasi baik secara ekonoraupun
sosial.

3) Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan
pengajaran.

4) Setiap anak berhak untuk mengetahui kedua oramgdua

5) Setiap anak berhak untuk melangsungkan perkawinan.

6) Anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan
fisik, mental, ekonomi maupun seksual.

Secara garis besar hak anak menurut Islam dapat

dikelompokkkan menjadi beberapa bagian yaitu:

1. Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan
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Perhatian terhadap anak-anak oleh syariat Islamah tel
dimulai sejak mereka belum dilahirkan, yaitu ketiRasulullah
memerintahkan kaum muslimin untuk mencari calomsuatau
istri yang baik. Kriteria calon pasangan hidup katidasarkan atas
asas takwa dan kesalihan, jelasnya nasab dan kehormara
calon itu. Perkawinan yang didasarkan atas asaahinjiang
nantinya akan melahirkan anak-anak yang suci dagala segi,
tercetak dengan akhlak-akhlak Islam yang muligdaszdat istiadat
hidup berumah tangga yang bahaia.

Selain itu pula Rasulullah menganjurkan untuk mimil
pasangan yang tidak ada hubungan kekerabatan sdalamntuk
memperkuat keturunan, sehingga anak-anak yang dikarirkan
akan menjadi kuat karena dia mengambil kelebihdebikean yang
berasal dari dua sumber yang berb&da.

Kemudian ketika anak-anak hendak dilahirkan ibu iham
dibolehkan untuk tidak berpuasa dan menggantinga pari yang
lain, jika ia merasa bahwa puasa akan membahayatkardirinya
dan anaknya.

Allah berfirman:

27 Mahmud al-Shabbaghfuntunan Keluarga Bahagia Menurut Isla(Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya, 1993), him. 182

28 | bid., him. 184
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290e iy L a0 2Y 5l |5l 31 yed s

Maksud ayat di atas adalah supaya anak memperoleh
penjagaan dan pemeliharaan akan keselamatan dzimakas, serta
menghindarkan dari sesuatu yang dapat membahagalkdkn

2. Hak anak dalam kesucian ketururfaasab)

Hak nasab (hak atas hubungan kekerabatan atawkeat)r
merupakan sesuatu yang penting bagi anak, kejelzssalb akan
sangat mempengaruhi perkembangan anak pada makatriyex

Allah berfirman:
dlxie Jandl sa 2g5LY a8 4o

Hal ini dimaksudkan demi ketenangan jiwa sang anak,
adanya kejelasan nasab bagi anak merupakan kelzamdpgdin
dan agar tidak terjadi kerancuan dan kebimbangalamda
masyarakat.

3. Hak untuk menerima pemberian nama baik

Diantara tradisi masyarakat yang berlaku ialah kketi
seorang anak dilahirkan, dipilihlah untuknya seboaima, dengan
nama tersebut, ia bisa dikenal oleh orang-oramsgkklilingnya.

Hak untuk memberikan nama yang baik sering di

contohkan Rasulullah yang sering memanggil namaa par

29 Al-An'am (6): 140

30 Al-Ahzab (33): 5
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sahabatnya dengan panggilan nama yang bagus, saivabadalah
doa dan harapan, oleh karena itu memberikan namg paik
sama halnya dengan mendoakan anak-anaknya mengekli b

Rasulullah bersabda:
3 Hllae 5 dilae 4 ) aSiland cal ()
4. Hak untuk menerima susuémada’ah)
Dalam syariat Islam seorang ibu dianjurkan agaryusun

anaknya selama dua tahun setelah kelahirannya, ihak

berdasarkan firman Allah:
3e Lia )l oty (1)l el alelS a5 5 a1
Ayat tersebut di atas mewajibkan agar kedua oraag tu
menjaga sikap saling mengerti dan penuh keharmondsan
kecintaan selama masa-masa penyusuan dengan ogr&hsus.
Sikap seperti itu dapat menghilangkan kesengsaiantara
mereka selama pada masa-masa kritis perawatan bayi.
Menyusui anak memiliki pengaruh yang sangat penting
terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak llaryang
menyusuinya secara seimbang, sebagaimana yangdiblatiikan

oleh dokter spesialis anak dan para ahli ilmu jiveaiern®

%1 Imam an-Nawawi,Sakih Bisyarah al-lmam an-NawawBeirut: Dar al fikr, 1981),
VII:13, Kitab “al-Adab, bab an-Nahi ‘anat Takanrii Abi al-Qasim wa Bayana ma Yustahibbu
min al-asma’

32 Al-Bagarah (2): 233

#$Mahmud al-Shabbagfuntunan Keluarga Bahagia. him. 199-202
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5. Hak untuk mendapatkan asuhan, perlindungan danlimaraan

Diantara berbagai tanggung jawab yang paling pgntin
yang diperhatikan Islam adalah mengajar, membimbdam
mendidik anak yang berada di bawah tanggung jawatSsmua
itu merupakan tanggung jawab yang besar, berat pdanting,
karena hal ini di mulai sejak anak dilahirkan saimmeda masa
dewasa. Sebagaimana yang diajarkan Rasulullah:

342l sl 5 S0V i ) 5a 53]

Pendidikan anak menduduki tempat yang tinggi dalam
Islam, dan erat kaitannya dengan kebahagian hidukeluarga.
Pendidikan anak merupakan kebijaksanaan Tuhan walag di
dalam keluarga. Pendidikan anak adalah jalan Tubatuk
menjaga keluarga itu tetap kuat, utuh, bahagiamlaia>°

Dalam Islam manusia tidak saja berhak atas peratdik
bahkan mencari pengetahuan adalah suatu kewajieaity pula
dengan anak-anak, dalam Islam, orang tua memilkda/gfiban
untuk memberikan pendidikan kepada anak-anaknya.

Pendidikan anak dilaksanakan sebagai upaya untuk
mempersiapkan diri anak untuk menjalani kehidupanriarena
setiap anak yang dilahirkan ke dunia itu dalam keadtidak

mengetahui apa-apa, sebagaimana firman Allah:

% Ibn Majah,Sunan Ibn Majat{Mesir:Dar al-Fikr, t.t.), 11:391

% Mahmud al-Shabbagfiuntunan Keluarga Bahagia..him. 180
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gonall oSV a5 Uil (0 salady oSigal (o 5hay (1 oS Al il
00585 wSlad 528V 5 Las¥

Oleh karena itu diperlukan adanya bimbingan, peatgar
dan pengawasan agar anak dapat berkembang menewdsshn
sebagaimana mestinya, selain itu pendidikan dalsiaml juga
bertujuan untuk memelihara dan menjaga fitrah ydirmgliki anak
itu sendiri, yaitu bersih dan suci.

Rincian hak anak di atas adalah kebutuhan anak yang
memang harus di perhatikan. Kesemuanya itu merupaka
pemenuhan kebutuhan anak sejak ia dalam kandurayapas ia
akan menginjak dewasa baik dari pemenuhan fisik omauydai-
nilai kerohaniaan (jiwa anak)

Diantara pemenuhan kebutuhan fisik diantaranyapuli
sandang, pangan dan papan yang merupakan keb@énakmuntuk
pertumbuhan dan perkembangan hidupnya, hal ini tdapa
diwujudkan dengan memberikan nafkah secara layak ldak

kepada anak. Allah berfirman:

% An-Nahl (16): 78

% Nurkholis Masjid, Anak dan Orangtua dalam Masyarakat Religi¢dakarta;
Paramadina, 2000), him. 81-89
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Sedangkan aspek non fisik (kebutuhan jiwa) separtg di
uraikan di atas, yaitu memberikan nama yang ba#mberikan
pengasuhan yang penuh dengan kasih sayang sergajqan
secara baik.

Kewajiban orang tua kepada anak tidak hanya ketiksihm
berada dalam satu keluarga, namun kewajiban orangiga harus
tetap dilaksanakan meskipun diantara orang tuselatstelah
terjadi perceraian sebagaimana disebutkan dalam étkhRinan,
disebutkan bahwa kewajiban orang tua kepada andihesiebagai
berikut:

"Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak
anak mereka sebaik-baiknya". (Pasal 45 ayat 1)

"Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (kpPa
ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat besdindiri,
kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinarranta
kedua orang tua putus”. (Pasal 45 ayat?2)

Dari kedua pasal di atas dapat diartikan bahwa mak a
adalah mendapat pemeliharan, mendapatkan pendidyizg
sebaik-baiknya, serta hak tersebut masih melekeda Eeorang
anak walaupun orang tua mereka telah bercerai.

Secara rinci, kewajiban orang tua terhadap anakatdap

dijelaskan sebagai berikut:

% An-Nisd (4): 9
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1. Memberikan perlindungan

2. Memberikan pendidikan

3. Mewakili anak dalam segala perbuatan hukum bagj yanurnya
18 tahun ke bawah dan belum pernah kawin.

4. Memberikan biaya pemeliharaan anak walaupun keknaseang
tua telah dicabut’

Pemberian hak yang dimiliki oleh anak sifatnya keka
walaupun telah terjadi perceraian diantara keduangrtua dan
kewajiban itu baru akan dianggap terpenuhi setetak-anak menjadi
manusia dewasa yang siap untuk menempuh jalanmydugendiri.

B. Hak Mantan Istri

Pada dasarnya ada tiga hal yang menyebabkan patssiayu
ikatan perkawinan, yaitu kematian, perceraian, dantusan
pengadilan. Kematian merupakan penyebab putusngamén yang
tidak bersifat kausalitas, sedangkan perceraiarpdausan Pengadilan
memiliki unsur kausalitas. Kedua hal yang terakhirbisa berupa
talak (cerai talak) atau khulu (cerai gugat), yam@sing-masing
mempunyai sebab atau alasan terjadinya. Putusnykavpean
lantaran cerai talak adalah bila kehendak cerad#tang dari pihak
suami (pihak suami mengajukan permohonan ceraiargkan bila
gugatan cerai itu datangnya dari pihak istri, madeaceraian itu

disebut cerai gugdkhulu’).

% Dedi JunaediBimbinganPerkawinan: Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-@ar
dan As-SunnafJakarta: Akademika Presindo, 2002) him, 295.
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Kemudian Dalam masalah akibat putusnya perkawinaatdap
dibedakan antara cerai talak dan cerai gugat, b@nkdengan hak dan
kewajiban yang diakibatkan putusnya perkawinan.

Apabila perkawinan putus kerena talak (cerai talaidka
bekas suami memiliki beberapa kewajiban terhadaptamaistrinya
berupa:

1. Memberikanmut’ah yang layak kepada mantan istri, baik berupa
uang ataupun benda, adapun besarny#’ah ini disesuaikan
dengan kapatutan atau kelayakan dan kemampuan nmsurani.

Dalam Al-Qur’an Allah berfirman:
A0l e s Ca g jnally i cllaall
2. Memberi nafkatiiddah, tempat tinggal dan pakaian kepada mantan
istri selama dalam masaldah, kecuali bekas istri telah dijatuhi

talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidaklhatah SWT

berfirman:

47« . P A | . . I . E .o
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3. Melunasi maskawin bila masih terhutang seluruhnyan da
separuhnya bila istri belum disetubuhi. Mahar adakuatu

kewajiban atas suami yang merupakan utang apabilambe

dilunasi (diberikan) kecuali si istri telah meredakya. Karena itu,

40" Al- Bagarah (2): 241

4L At- Talaq (65): 1
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apabila terjadi suatu perceraian (talak) sedangkaahar
(maskawin) belum dibayar (dilunasi) maka bekas sussnutang
kepada mantan istrinya.

4. Memberikan biayahadanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya
yang belum mencapai usia 21 tahun. Biaya pemehhaemak-
anak tetap kewajiban suami (ayahnya) meskipun tédajadi
perceraian dengan ibun§/a.

Apabila perkawinan putus akibat cerai guddiu{u) maka ada
ketentuan bagi mantan suami dan mantan istri ad&lbhgai berikut:
1. Perceraian yang dilakukan dengan jakdtulu' ini mengurangi

jumlah bilangan talak. Ini artinya, meskipun keimagi cerai datang
dari pihak istri, namun hal itu tetap mengurangnlah bilangan
talak yang dimilki suami, yaitu bilangan yang meheh&an si
suami menikahi wanita tersebut di mana bila telghdetalak tiga,
maka mantan suami tidak halal menikahi mantamigrikembali
kecuali mantan istri tersebut telah menikah derligknrlaki lain
terlebih dahulu.

2. Bekas istri yang malakukakhulu' itu tidak dapat dirujuk. Ini
berarti cerai gugat itu jatuh sebagai talak banmgsaing. Meskipun
demikian, mantan suami atau istri masih diperb@ehkanikah
kembali dengan akad dan mahar baru. Ini artinyaepaiankhulu’

ini sifatnya hanyda’in sugra

42 Dedi JunaediBimbinganPerkawinan: Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-@ar
dan As-Sunn@Jakarta: Akademika Presindo, 200&n. 277.
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3. Bekas istri berhak mendapatkan nafkamldah dan hal-hal yang
menjadi kewajiban bekas suami yaitu mendapatah pelunasan
mahar bila masih terhutang, biayadanah apabila memiliki
anak?®

Sebagaimana dalam perkawinan yang memuat hak dan
kewajiban antara suami dan istri, demikian juga jigadi perceraian
maka ada akibat hukum darinya. Hal ini untuk menjaganya
keseimbangan dan keadilan, sebab ketika merekatanmeer kali
melangsungkan perkawinan sehingga ketika berpisahjyga harus
secara baik-baik.

Salah satu tujuan dibuat Undang-undang adalah untuk
melindungi hak-hak istri (wanita) sebab terjadirperceraian yang
tentunya merupakan peristiwva yang menyakitkan bagniteva
seharusnya tidak lagi membawa penderitaan terlalang jika ia
mendapatkan haknya yang seharusnya ia dapat. Hatersdbut di
antaranya:

1. Hak pemeliharaan anak

Dalam UU Perkawinan Bab X Pasal 45, kedua orang tua

wajib memelihara dan mendidik anak-anak merekailsdiagknya.
Bagi anak yang masih dibawah umur biasanya hak parwehn
pemeliharaan diberikan langsung kepada ibunya. repang

diatur dalam Inpres No. 9 Tahun 1991 tentang Koraphttukum

“%bid., him. 280
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Islam (selanjutnya disebut KHI) Pasal 105, yang ratakan:
bahwa dalam hal terjadi perceraian:

"Pemeliharaan anak yang belumumayyizatau belum
berumur 12 tahun adalah hak ibunya".

"Pemeliharaan anak yang sudahumayyiz diserahkan
kepada anak untuk memilih diantara ayahnya atanydou
sebagai pemegang hak pemeliharaannya".
Di samping itu, UU Perkawinan Pasal 50 juga menetapka
a) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belkemaj
melangsungkan perkawinan, yang tiada dibawah keknasa
orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.

b) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkuta
maupun harta bendanya.

Pada dasarnya baik ibu maupun bapak mempunyai hak
yang sama untuk menjadi wali dari anak-anaknya Isaréan
keputusan pengadilan. Namun, hak perwalian dapabdicoleh
pengadilan jika mereka (baik ibu atau bapak) latiu tidak
mampu menjalankan perwalian tersebut.

. Hak mendapatkan nafkah

Pasal 41 c dalam UU Perkawinan menjelaskan:
“pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suamukunt
memberikan penghidupan dan atau menentukan sdsaaajiban
bagi bekas istrinya”.

Serta bagi yang beragama Islam dan bagi PegawairNeg

Sipil (PNS), ada ketentuan lain yang mengatur mesigeal itu,
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yakni untuk yang beragama Islam diatur dalam KHIlasgduntuk

Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemérinia. 10

tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tah@0.19

Apabila suami adalah seorang Pegawai Negeri Sigikam

sesuai dengan ketentuan Pasal 8 PP. No.10 TahunhbE&&u

peraturan sebagai berikut:

a)

b)

d)

f)

Apabila perceraian terjadi atas kehendak PegawaeN&ipil
pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinyaukunt
penghidupan bekas istri dan anaknya

Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayatal i
sepertiga untuk pegawai negeri pria yang bersanghkut
sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga ustaknya.
Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anakartagian
gaji wajib disertakan oleh pegawai negeri sipil pkigpada
bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.

Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, anek tidak
berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya
Ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat ddk ti
berlaku, apabila istri minta cerai karena dimadu

Apabila bekas istri pegawai negeri sipil yang beg&atan
kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji bekas suami

menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.
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3. Hak Atas Harta bersama
Pasal 97 KHI menetapkan: “Bahwa janda atau duda cerai
hidup, masing-masing berhak seperdua dari hartesabver
sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjiatkgginan”.
Mengenai harta bersama UU Perkawinan juga menegaskan:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan mieh@th
bersama.

2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, fdata
benda yang diperolen masing-masing sebagai hadiah a
warisan adalah dibawah penguasaan masing-masingjaega
para pihak tidak menentukan lain.

Sementara pada kata, “menentukan lain” berkaitan:

a. Mengenai harta bersama, suami atau istri dapaintakt
atas persetujuan kedua belah pihak.

b. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istr
mempunyai hak  sepenuhnya untuk melakukan hukum

mengenai harta bendanya.

3. Perlindungan Hak Anak dan Mantan | stri
Hukum perlindungan anak dikatakan sebagai hukumg yan
menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hakelgajibannya.
Bismar Siregar S.H., menyebutkan aspek perlindungaak, lebih

dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum Hakan
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kewajibannya, mengingat secara hukum (yuridis) abp@lkm dibebani
kewajiban*

Di Indonesia perhatian dalam bidang perlindungaakadan
remaja menjadi salah satu tujuan pembangunan,nhalapat diketahui
dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, disadari batal@m proses
pembangunan, akibat tidak adanya perlindungan aaky menimbulkan
berbagai masalah sosial yang dapat mengganggunyalgrembangunan
itu sendiri dan mengganggu ketertiban dan keam&han.

Ditinjau dari secara garis besar maka dapat dikebhubahwa
perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua pemgétah:

a. Perlindungan yang bersifat yuridis yang meliputilipdungan dalam
bidang hukum publik dan hukum keperdataan.

b. perlindungan yang bersifat non yuridis yang meligeérlindungan
bidang sosial, kesehatan dan pendidikan.

Perlindungan anak yang bersifat yuridis ini, memyan semua
aturan hukum yang mempunyai dampak langsung béugillgean seorang
anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengahidlkpan anak, dan
perlindungan ini meliputi ketentuan hukum yang uist maupun yang

tidak tertulis seperti hukum adat.

* Irma Setyowati Soemitrddspek Hukum Perlindungan Anatet. ke-1 (Jakarta: Bumi
Aksara, 1990), him. 15.

“31bid., him. 10
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Dalam seminar perlindungan anak atau remaja yaadp&an oleh
Pra Yuwan® pada tahun 1977, terdapat dua perumusan tentang
perlindungan anak, yaitu:

1. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadarselgdyp orang
maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan
mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan
kesejahterana fisik, mental, dan sosial anak darajee yang sesuai
dengan kepentingan-kepentigan dan hak asasinya.

2. Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengaar sdeh
perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan ipgshetian swasta
untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kessahtehaniah
dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dmbgernah nikah,
sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agaat dap
mengembangkan dirinya seoptimal mung¥in.

Kedua aspek tersebut sebagaimana dituangkan kedRdaaturan
Perundang-undangan sebagaimana dalam Undang- uridsay 1945
misalnya, secara umum menyebutkan bahwa negara enemb
perlindungan kepada fakir miskin dan anak-analamt¢ar. Secara khusus

Undang-undang No. 4 Tahun 1979 menegaskan dalaah BAs

%6 Sebuah organisasi di Jakarta yang pernah mengada&minar perlindungan
anak/remaja pada tanggal 30 Mei sampai 4 Juli 1B7&t di Irma Setyowati Soemitrdspek
Hukum Perlindungan Anaklm. 10

“7\bid., him. 13-14

48 Muhammad JoniAspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Kosiv Hak
Anak(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), him. 193
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"Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupapetaghidupan
anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkerabaya
dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupsials

Dalam UU Perkawinan dalam Pasal 45 ayat (1) danig2pdtkan:

"Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik earadk
mereka dengan sebaik-baiknya". (ayat 1)

"Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (Ijap#ni

berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdirdisiefkewajiban

mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kerarsy tua

putus". (ayat 2)

Dalam Undang- undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pédagad
Anak dalam Pasal 60 terdapat dua ayat yaitu:

"Anak didik pemasyarakatan di tempatkan di lembaga

pemasyarakatan ditempatkan di lembaga pemasyamnalatak

yang harus terpisah dari orang dewasa". (ayat 1)

"Anak yang di tempatkan di lembaga sebagaimana diuthk

dalam ayat (1) berhak memperoleh pendidikan dahalatsesuai

dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain lbekdas

peraturan perundang-undangan yang berlaku”. (gyat 2

Kemudian dalam Undang- undang No. 7 Tahun 1989 tgntan
Peradilan Agama Jo. Undang- undang No.3 Tahun 2@G0&mdPasal 78
ayat 2 yaitu:

"Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atasopenan

penggugat pengadilan dapat menentukan hak-hakpenhg untuk

menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak".

Sedangkan dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidandd@®jU
Pasal 305 sampai 307 ditegaskan bahwa.

"Barangsiapa yang membuang anak atau meninggatiayeang

di bawah umur 7 tahun dengan maksud melepaskan #mak
daripadanya”. (305)
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"Apabila perbuatan tersebut menyebabkan luka bématraatinya
anak tersebut hukuman di perberat". (306)

"Hukuman diperberat dengan sepertiga jika yang k#rsaapak
atau ibu anak itu”. (307)

Usaha-usaha perlindungan dan penyejahteraan anak
tingkatkan baik berupa perlindungan terhadap dirirkini, maupun
perlindungan terhadap masa depannya.

Tidak jauh berbeda dengan usaha perlindungan t&phiaak anak,
perlindungan terhadap hak mantan istri juga sawgatrhatikan oleh
negara dengan adanya beberapa peraturan yang gdaaranemberikan
perlindungan hak mantan istri diantaranya adalahgieberikut:

Dalam KHI Pasal 149 menyebutkan bahwa akibat hulkiam
putusnya perkawinan karena talak antara lain adalah:

1. Bahwa bekas suami wajib memberikarut'ah yang layak kepada
bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kegabla ad-dukhyl

2. Memberikan nafkahmaskan(tempat tinggal) darkiswah (pakaian)
kepada bekas istri selama dalam masa ‘iddah, keloeigds istri telah
dijatuhi talakba’in ataunusyuz

3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnyasdparoh apabila
gabla ad-dukhul

4. Memberikan biayaiadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai

umur 21 tahurt®

4 KHI Pasal 149
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Sejalan dengan ketentuan dalam KHI di atas, dalam UU

Perkawinan juga disebutkan dalam Pasal 41 bahwaataltdyi putusnya

perkawinan karena perceraian ialah:

a.

Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihama mendidik
anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingdn bllamana
ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anakadiang
memberikan keputusan.

Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya femaelin dan
pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapddiam
kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban terdPemgadilan
dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya berse
Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suank ommberikan
biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajidgi bekas
istri.

Sehingga diharapkan dengan adanya perlindungaadaphhak

yang dimiliki anak dan mantan istri terutama padat $erjadi perceraian

akan memberikan jaminan tidak dilanggarnya ataaktidiabaikannya

hak-hak yang dimiliki anak dan mantan istri, sebadmdinya perceraian

yang tentunya merupakan peristiwa yang menyakibea istri dan anak,

seharusnya tidak lagi membawa penderitaan terlalandajika ia

mendapatkan hak yang seharusnya ia dapat.
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PENERAPAN DAN PANDANGAN HAKIM TERHADAP
HAK EX OFFICIO DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN

A. Pengadilan Agama Sleman
Sejarah zaman Hindia Belanda, pelayanan hukum dinbichgama

tentang masalah perceraian, mahar, nafkah, penyd@wvarisan, hibah dan
sadaqah untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dipusatkan padaptigadilan,

yaitu Pengadilan Agama Yogyakarta, keadaan ini téedanjut hingga

Indonesia merdeka sampai tahun 1961.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan hukum agamadaaichn
Keputusan Mentri No.61 tahun 1961, tanggal 25 Rféillyang berlaku pada
tanggal 1 Agustus 1961, pemerintah menetapkan paoit@n cabang kantor
Pengadilan Agama Yogyakarta di:

1. Wonosari untuk daerah tingkat 1l Gunungkidul
2. Wates untuk daerah tingkat Il Kulonprogo

3. Bantul untuk daerah tingkat Il Bantul

4. Sleman untuk daerah tingkat Il Slerhan

Dengan demikian, pada awalnya Pengadilan Agama Sleman
berstatus sebagai cabang dari Pengadilan Agama YadggakStatus ini
sampai pada tahun 1975. Bersamaan dengan mulakbeyia perubahan cap
dinas di lingkungan Departemen Agama dengan Keputivamtri Agama

tanggal 28 April 1975 Nomor 20 Tahun 1975.

! Sejarah Pengadilan Agama Slem@rogyakarta: Kantor Pengadilan Agama Sleman,
1987), him.2
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Sebagai lembaga peradilan, Pengadilan Agama Slesmmnya
mempunyai kompetensi yang berarti kekuasaan, kevgamacompetene
(Bahasa Belanda), yang sudah pasti bagi suatu ambeemilikinya, baik
yang bersifat relatif ataupun absolud.

Kompetensi relatif adalah pembagian kekuasaan arangadilan
Agama berdasarkan wilayah hukdr&ebagaimana disebutkan pada Pasal 4
ayat (1) UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atdandprundang No.7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama "Pengadilan adaerkedudukan di
kota madya atau ibu kota kebupaten dan daerah hukumeliputi wilayah
kota madya atau kabupaten.

Wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Agama Stersajak
berdiri sampai sekarang meliputi seluruh daeraykéinll Kabupaten Sleman
yang terdiri dari 17 Kecamatan dan 86 Kelurahartas@é?202 Pedukuhan
dengan luas wilayah 57.482 Ha, ke 17 wilayah kalarasalatif Pengadilan
Agama Sleman tersebut meliputi:

1. Kecamatan Sleman

2. Kecamatan Sayegan
3. Kecamatan Pakem

4. Kecamatan Ngaglik

5. Kecamatan Berbah

6. Kecamatan Mlati

7. Kecamatan Moyudan

2 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdatacet ke-6 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005),
him 44



53

8. Kecamatan Tempel
9. Kecamatan Godean
10.Kecamatan Cangkriman
11. Kecamatan Prambanan
12.Kecamantan Minggir
13.Kecamatan Turi
14.Kecamatan Ngemplak
15.Kecamatan Depok
16.Kecamatan Gamping
17.Kecamatan Kalasan
Adapun batas wilayah daerah tingkat Il Kabupaten Steadalah:
1. sebelah utara : Kabupaten Magelang
2. sebelah barat : Kabupaten Kulonprogo
3. sebelah timur : Kebupaten Klaten
4. sebelah selatan: Kabupaten Bantul dan Kota Madyyal@gta
Struktur Pegawai Pengadilan Agama Sleman Tahun 28d&ah
sebagai berikut:
Ketua : Drs. Maslihan Saifurrozi, S.H.,M.H.
Wakil : Drs. H. Mukhtaruddin
Majelis Hakim
1) Dra.Hj. Burdanah, S.H
2) Dra. Siti Dawimah, S.H

3) Sri Murtinah, S.H.
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4) Drs.Lanjarto

5) Juharni, S.H.

6) Drs.H.A. Najib Umar,S.H.

7) Drs. Syamsuddin, S.H.

8) Dra.Hj.Noer Emy Robiyanti, S.H.,M.Si
9) Dra. Endang Sri Hartatik, M.Si.
10)Dra. Ulil Uswah

11)Drs. Muhammad Fatchan, M.A.

12)Drs. Mugorrobin, M.H.

Panitera/Sekretaris : Sarwan, S.Hi
Wakil Panitera :Drs. Ahmad Najmudin
Wakil Sekretaris : Dra. Siti Shoimah

Panitera Muda Urusan Kepaniteraan Permohonan :Orau8iariyah

Panitera Muda Urusan Kepaniteraan Gugatan : DmadAchmad
Panitera Muda Urusan Kepaniteraan Hukum : Drait Blibr Rohyani
Kaur Kepegawaian : Dra. Afrikani Asiyah

Kaur Keuangan : Ratna Listyaningsih, S.Ag

Kaur Umum : Edi Santoso, S.H

Berdasarkan ketentuan Undang- undang No 7 Tahun t988ng
Peradilan Agama khususnya dalam Pasal 1, 2, 49efgal@san umum angka
2, serta peraturan perundang-undangan lain yartakibeantara lain UU No.1
Tahun 1974 PP No. 28 tahun 1977, Inpres No.1 Tahe®il ltentang

Kompilasi Hukum Islam, Permenag. No. 2 Tahun 198fateg Wali Hakim,
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maka pengadilan agama bertugas dan berwewenand umémberikan
pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukurnakgh dan harta
perkawinan bagi mereka yang beraga Islam, berdasarkaim Islant.

Dengan dikeluarkannya Undang- undang No.3 Tahun 2@0&rti
mengakhiri pluralisme peraturan peradilan agansebart. Fungsi dan struktur
susunan kekuasana paradilan agama disempurnakaritggaskan tanpa
campur tangan peradilan umum. Pembinaan teknisditgara organisasi,
administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamahbng§gyang sering
dikenal dengan peradilan satu atap.

Kekuasaan absolut Pengadilan Agama Sleman adalad dangan
kekuasan pengadilan agama di seluruh Indonesiagaehana telah diatur
dalam Pasal 49 Undang- undang No. 3 Tahun 200&rtgrterubahan Atas
UU No.7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

Dalam Undang- undang No. 3 Tahun 2006, Peradilan agama
bertugas dan berwewenang menerima, memeriksa damutoe dan
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antamagoyang beragama Islam
di bidang:

a. Perkawinan
b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasankkum Islam

c. Wakaf, zakat, infaq, dayadaqah.

3 Ibid., him 1

4 Undang- undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradimma Pasal 5 ayat (1)
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d. Ekonomi Syari'ah
Salah satu kekuasaan pengadilan agama dalam bpeakgwinan,
dan kekuasaan badan peradilan di bidang tersebubksen bertambah
terutama sejak berlakunya UU Perkawinan. Menurut fesga Pasal 49 ayat
(2) UU No.7 Tahun 1989 Jo UU No. 3 Tahun 2006 tentargdflan Agama,
yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang dittiam UU Perkawinan,
antara lain adalah:
1. 1zin beristri lebih dari seorang
2. lzin melangsungkan perkawinan bagi orang yang béderasia 21 tahun,
dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalams durus ada
perbedaan pendapat.
3. Dispensasi kawin
4. Pencegahan perkawinan
5. Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah
6. Pembatalan perkawinan
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami istri
8. Perceraian karena talak
9. Gugatan perceraian
10. Penyelesaian harta bersama
11.Mengenai penguasaan anak-anak
12.Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidianak bilamana

bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mérimsa

® |bid., Pasal 49
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13.Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan siegtmi kepada
bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagidiskri

14.Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak

15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua

16.Pencabutan kekuasaan wali

17.Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengaditdand hal kekuasaan
seorang wali dicabut

18.Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yahgrbeukup umur
18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padatek ada penunjukan
wali oleh orang tuanya

19.Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap walhg y&elah
menyebabkan kerugian atas harta benda anak yangdiadaawah
kekuasaannya

20.Penetapan asal-usul seorang anak

21.Putusan tentang hak penolakan pemberian keteramgfaik melakukan
perkawinan campuran

22.Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjabdelse UU
Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yand lai

Kemudian kekuasan pengadilan dalam lingkungan pklageagama
di bidang kewarisan mencakup 4 hal, yaitu:
1. penentuan siapa- siapa yang menjadi ahli waris

2. penentuan mengenai harta peninggalan (tirkah)

® Jaih Mubarok (edtPeradilan Agama di Indonesi@andung: Pustaka Bani Quraisy,
2004), him.17
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3. penentuan bagian masing-masing ahli waris dari lp@ménggalan itu
4. melaksanakan pembagian harta peninggalan.

Selanjutnya kekuasana pengadilan dalam lingkungaradgan
agama di bidang wakaf berkaitan dengan ketentuabd?P28 Tahun 1977
tentang perwakafan tanah milik. Dalam Pasal 12 dakga "penyelesaian
perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalawakafan tanabh,
disalurkan melalui pengadilan agama setempat sedelagan ketentuan
Perundang-undangan yang berlaku.” dalam penjelaasal itu dikemukakan
bahwa penyelesaian perselisihan yang menjadi yksispengadilan agama
adalah masalah keabsahan mewakafkan seperti yamgkslid dalam
peraturan pemerintah dan masalah-masalah lain y@emyangkut masalah
wakaf berdasarkan syariat Islam. Sedangkan masadesiah lainnya yang
secara nyata menyangkut hukum perdata dan hukuenaidliselesaikan
melalui pengadilan negeri.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 17 Peraturanrivegama No.
1 Tahun 1978 dinyatakan bahwa pengadilan agama k&jikan menerima
dan menyelesaian perkara tentang perwakafan tanabratesyariat Islam
yang antara lain mengenai:
1. wakaf, wakif, nadzir, ikrar, dan saksi
2. bayinah (alat bukti administrasi wakarf)

3. pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf.

7 Ibid., him. 18
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Penerimaan dan penyelesaian perkara tersebut penpedkepada

tata cara penyelesaian perkara yang berlaku did@éag Agama.

B. Pandangan Hakim P.A Sleman terhadap Hak Ex Officio Sebagai
Perlindungan Hak Anak dan Mantan Istri

Hakim adalah orang yang diangkat oleh Kepala Neganaku
menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, peitsatigperselisihan dalam
bidang hukum perdata oleh karena penguasa sendidk tdapat
menyelesaikan tugas peradifadalam Pasal 31 dan 32 UU No. 4 Tahun 2004
Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa hadtalah pejabat yang
melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalamatgrdndang, serta
hakim harus memiliki integritas dan kepribadiang#éidak tercela, jujur, adil,
profesional, dan berpengalaman dibidang hukum.

Sebagai wujut untuk menjaga profesionalisme ser&njunjung
tinggi nilai kejujuran dan keadilan dalam memandaefpuah kasus yang
diajukan kepadanya, seorang hakim mempunyai haknkajabatan ek
officio) yaitu hak hakim kerena jabatannya untuk memberfia hak bagi
istri yang harus dilaksanakan oleh suami atau Kbamjsuami yang ingin
menceraikan istri, meskipun tanpa diminta oleh aegr istri’® Serta

berdasarkan kekuasaan yang dimiliki hakim, hakisabnenghukum suami

8 Ibid., him.19-20

° Tengku Muhammad Hasbi Ash sidiederadilan dan Hukum Acara Islaroget. ke-1,
(Semarang: Pustaka Rizki Putera, 1997), him. 29.

% \Wawancara dengan Sri Murtinah S.H., Hakim P.Anfle, pada tanggal 8 Juli 2008.
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untuk memberikan hak-hak yang dimiliki oleh anak adaantan istri dan hal
ini berdasarkan pada Pasal 41 UU Perkawinan.

Hak ex officio dapat digunakan untuk melindungi hak-hak yang
dimiliki anak dan mantan istri, hak —hak yang dikailanak yang dapat
dilindungi dengan menggunakan hek officio hakim yaitu; hak mendapat
pemeliharaan, pendidikan, sebagaimana yang teroantlalam UU
Perkawinan Pasal 41 a dan b, yaitu:

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara rdandidik
anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepenting&rbdamana
ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anakadiang
memberikan keputusan.

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya ianaan dan
pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bamtdtam
kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban terétmrigadilan
dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya berse
Pemenuhan hak- hak yang dimiliki anak tidak hanytjukan

kepada suami saja, namun juga menjadi tanggung jdaristri, terlebih lagi
menyangkut hal penguasaan anak tersebut, jika tdakkesepakatan antara
suami dan istri maka pengadilan dalam hal ini ddalakim dapat
memutuskan siapa yang lebih berhak menerima peagoaatas diri anak
tersebut. Tentunya penguasaan anak kepada salah psaak wajib
mendahulukan kepentingan anak tersébut.

Tanggung jawab atas semua biaya pemeliharan analangeberada

ditangan suami, namun bila kenyataannya suami tida&mpunyai

kemampuan untuk memikul beban itu sendirian, malekinm dapat

* Wawancara dengan Dra. Ulil Uswah, Hakim P.A. Slemada tanggal 8 Juli 2008.

2 |bid.
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memutuskan bahwa biaya penghidupan yang diperlukaak menjadi
tanggung jawab suami istri. Hal ini tentunya kepeggn anak menjadi
pertimbangan yang paling utaria.

Selain dapat digunakan untuk melindungi hak-hakgydmiliki
anak hakex officio juga dapat digunakan untuk melindungi hak-hak yang
dimiliki oleh mantan istri, diantara hak-hak tersehdalah hak mendapatkan
biaya penghidupan yang meliputi kiswah, maskan,atafiddah, dan mut’ah,
sebagaimana yang telah di tuangkan dalam UU Perkawasal 41 c, bahwa:

Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk

memberikan biaya penghidupan dan atau menentukaatu su

kewajiban bagi bekas istri.

Penggunaan ha&x officio tersebut sangat bagus diterapkan dalam
menyelesaiakan masalah cerai talak selain digunakbagai perlindungan
terhadap hak anak dan mantan istri, alasan ditareqgyla halex officioadalah
sebagai berikut?

1. Untuk memberikan pelajaran pada suami agar tidanaeya saja
menceraikan istri.

2. Untuk memberikan jaminan pada istri setelah terpeiceraian

3. Sebagai penerapan prinsip keadilan bagi seoram@gaséna cerai talak.

4. Adanya kewajiban hukum bagi bekas suami yang berkalengan hak-

hak yang dimilki mantan istri sebagai akibat céadak sebagaiman yang

2 Ibid.

14 Wawancara dengan Sri Murtinah S.H., Hakim PergadAgama Sleman, pada
tanggal 8 Juli 2008.
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diatur dalam Pasal 149 dan Pasal 152 KHI. Sebagairdatam firman

Allah:

105 rally Lo cilladll

5. Hakim berkesimpulan bahwa suami mempunyai kemampsecara
ekonomi untuk dibebani kewajiban membayar mut'ah wafkah ’iddah
atau melaksanakan kewajibannya kepada mantanyastriverdasarkah
kelayakan dan kepatutan menurut kebiasaan suaamdakemberi nafkah

sehari-hari kepada istri. Sebagaimana firman Allah:
A‘.L\\ A4l Laa (39.\.&5.'”. 43)) A:xlc. )JS OAJ Al iy UA :\MJJ (33.\.\3"”

Namun halex officiotersebut tidak dapat digunakan untuk melindungi
hak mantan istri jika ada beberapa sebab atau detadiantaranya adalah
sebagai berikut:

1. Jika istri dalam keadaagabla ad-dukhul.
2. Jika termohon dalam keadaan dijatuhi talakn ataunusyuz’
3. Karena adanya pernyataan dari pihak istri (termphgang tidak

menghendaki diberikannya hak-hak yang dimilikinya.

15 Al-Bagarah (2): 241
18 At-Talaq (65): 7

" Nusyuzadalah istri yang membangkang terhadap suamirigat Hi Ahmad Isa Asyur,
Figih Islam Praktis Bab: MuamalatSolo: Pustaka Mantig, 1995), him.207.
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4. Suami tidak mempunyai kemampuan ekonomi untuk dibelbak-hak
yang dimiliki anak dan mantan istfi.

Nusyuz adalah istri yang membangkang terhadap suaminya.
Seorang istri bisa dikatakan nusyuz apabila isttisdbut benar-benar
melakukan penghianatan kepada suami, istri melakugarselingkuhan
dengan laki-laki lain, istri tidak melakukan kevimjhnya sebagai seorang
istri, serta bila seorang istri melakukan perbuatang tidak sesuai dengan
ajaran agamaKetika seorang istri mengajukan gugatan cerai, siaami
tersebut tidak mau bercerai seorang istri tidak bikatakamusyuz,apabila
dasar diajukannya gugatan cerai oleh istri adaahtersebut merasa bahwa
hak-hak yang dimilikinya tidak terpenuhi atau tedgar oleh suami, sehingga
istri tersebut mengajukan gugatan céfai.

Hak ex officio adalah hak yang dimiliki oleh hakim dimana
berdasarkan kekuasaan hakim dia bisa menghukum sméum memberiakan
hak-hak yang dimiliki oleh istri dimana hak tersediminta atau tidak. Hak
ini dimiliki oleh hakim sebagai upaya untuk memkan jaminan keadilan
kepada masyarakat, karena sampai sekarang mastakbarasyarakat yang
tidak tahu menahu mengenai hak-hak yang dimilikiteena seorang istri bila

akan dicerai talak oleh suaminnya, sehingga disakim harus menggunakan

'8 Wawancara dengan Sri Murtinah S.H., Hakim Pengadiigama Sleman, pada tanggal
8 Juli 2008.

9 Ahmad Isa AsyurFigih Islam Praktis Bab: MuamalatSolo: Pustaka Mantig, 1995),
him.207.

20 wawancara dengan Dra. Ulil Uswah, Hakim di PeilgadAgama Sleman, pada
tanggal 8 Juli 2008.
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hak ex officioyang dimilikinya untuk menunjukkan hak-hak terdekepada
para pihak yang akan melakukan perceraian teruttai@an perceraian talak,
karena masih banyak permohonan cerai talak yangkdia suami tanpa
adanya permohonan untuk memberikan hak-hak yandlildinoleh istri
sebagai akibat dari perbuatan hukum cerai talak. éxasfficiohakim adalah
hak yang dimiliki hakim sebagi upaya untuk memalss@ami untuk
melaksanakan kewajiban-kewajiban yang harus dila@ksamya sebagai
akibat dari perbuatan hukum cerai talak serta sehggaya untuk melindungi
anak dan mantan istri dalam cerai talak.

Anak adalah karuni Allah yang diberikan kepada kejassehingga
tidak ada yang namanya mantan anak, dan untuk dakdng dimiliki anak
baik itu dalam rumah tangga yang belum berceraipata dalam rumah
tangga yang cerai hak-hak yang dimiliki anak tetama, yaitu anak berhak
mendapatkan pemeliharan, pendidikan serta yanggppknting adalah anak
mampunyai hak untuk mendapatkan kasih sayang ddtikorang tuanya.

Hak ex officiosebagai perlindungan terhadap hak-hak yang dimilik
anak dan mantan istri dapat diterapkan, berdasapeatimbangan bahwa
suami memang mempunyai kesanggupan dalam membérdahak yang
dimiliki anak dan mantan istri, istri tidak diny&n nusyuz, serta istri tidak
dalam keadaan gabla ad-dukhul.

Hakim di Pengadilan Agama Sleman semua rata-ratggo@akan
hak ex officiosebagai upaya untuk melindungi hak-hak anak damanastri

terutama dalam cerai talak, hakim di Pengadilan AmaBteman tidak
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menggunakan halex officio untuk melindungi hak mantan istri bila istri
dinyatakan nusyuz, suami tidak mempunyai kemampudnk memberikan
hak-hak tersebut dari segi ekonomi, serta adanyayatan dari istri yang

merelakan hak-haknya terseBtit.

C. Penerapan Hak Ex Officio Hakim di P.A Sleman

Pengadilan Agama Sleman adalah pengadilan agama yan
berwewenang dan bertugas untuk memberikan pelayaramhdan keadilan
dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibahaf\ddnsadaqah

Salah satu kewenangan Pengadilan Agama Sleman datiang
perkawinan adalah menerima, memberikan pelayanainniasyarakat yang
akan melakukan perceraian, baik gugatan perceasgapun cerai talak.

Dalam Pengadilan Agama perceraian dibagi menjadi whrauk,
yaitu cerai gugat dan cerai talak, dalam Undang-ugddo 3 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Undang- undang No.7 Tahunt@8&hg Peradilan
Agama dijelaskan bahwa cerai talak atau percer@@ena talak adalah
permohonan cerai yang diajukan oleh su#nSehingga setiap suami yang
beragama Islam yang akan mengajukan permohonant@latadi Pengadilan
Agama, maka ia harus mengetahui dan memenuhi syy@aedt dan harus

mengikuti prosedur yang telah ditentukan, ia hanemgajukan permohonan

L Wawancara dengan Dra. Ulil Uswah, Hakim di PeilgadAgama Sleman, pada
tanggal 8 Juli 2008.

22 YU No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undadgng No.7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama , Pasal 66 ayat (1)
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kepada pengadilan untuk sidang guna menyaksikanr tialak. Sedangkan
gugat cerai adalah perceraian yang diajukan olabkpistri ke Pengadilan
Agama.

Di lingkungan pengadilan Agama Sleman dalam pengajuan
permohonan cerai talak pada umumnya Pemohon dadaimitadalah pihak
suami menggunakan formulasi permohonan cerai tgdalg bersifat murni,
tanpa ada komulasi, dan dalam petitumnya pemohamyahaneminta
perkawinannya diputus serta memberikan ijin kepagtadhon (suami) untuk
mengucapkan ikrar talak di sidang pengadilan.

Formulasi permohonan cerai talak yang diajukan dkgmohon
(suami) tersebut berfsi
1. Identitas Pemohon (suami) dan Termohon (istri)jpar

a. Nama
b. Umur, dan
c. Tempat kediaman
2. Posita yaitu alasan-alasan yang menjadi dasarkdiajlya cerai talak oleh
suami.
3. Petitum, yang berisi:
a. Primair
1) Mengabulkan permohonan pemohon
2) Menetapkan, mengijinkan kepada Pemohon untuk meargkn

talak kepada Termohon.

% Wawancara dengan Sri Murtinah S.H hakim P.A. Stepeda tanggal 8 Juli 2008 di
P.A Sleman.
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3) Menetapkan biaya perkara
b. Subsidair
Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Padahal dalam perkara cerai talak, ada hal-hal yasigkat yang

menjadi kewajiban suami dan sekaligus merupakandaaikistri yang akan

dicerai talak oleh suaminya. Diantara kewajiban suamsebut adalah:

1.

2.

Memberikanmut’ahyang layak untuk mantan istri

Melunasi nafkah terhutang

Memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama fdsh

Pelunasan mahar terhutang

Memberikan biayaiadonah bagi anak-anaknya yang belum dewasa, yang
semuanya itu menurut ketentuan yang berlaku dandabarkan
kepatutarf?

Walaupun dalam surat permohonan cerai talak yaagikdin oleh

Pemohon (suami) tidak memuat petitum yang memberitak-hak yang

dimiliki oleh istri yang menjadi kewajiban suami tika telah terjadi

perceraian, masih ada peluang bagi Termohon (istripk menuntut dan

membela kepentingan pada saat yang bersamaan gedaes pemerikasaan

perkara cerai talak yaitu dengan jalan mengajukeyaigrekonvenst

him 219

24 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdatacet ke-4 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005),

% Gugatan rekonvensi adalah gugatan yang diajuk@udat sebagai gugatan balasan

terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadaihat. M Yahya HarahapHukum Acara
Perdata tentang Gugatan, Persidangan, PenyitaamiRetian, dan Putusan Pengadilaset-4 (
Jakarta: Sinar Grafika, 2006), him.486.
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Namun pada kenyataannya di Pengadilan Agama Slemaih ma
jarang Termohon (istri) menggunakan atau mengajlknrekonvensi untuk
meminta hak-hak yang dimiliki sebagai akibat dagrbuatan hukum cerai
talak?®

Dengan tidak diajukannya gugat rekonvensi oleh Taono(istri)
mengenai hak-hak yang dimilikinya, maka hal tersshngat menguntungkan
bagi Pemohon (suami), karena pada dasarnaya hakbtgr merupakan
kewajiban pemohon sebagai akibat hukum dari permahaerai talak yang
diajukan oleh Pemohon (suami).

Dalam menyikapi hal yang semacam ini hakim di Pdi@a
Agama Sleman karena jabatannysx (officig dalam rangka menegakkan
hukum dan keadilan berdasarkan ketentuan PasatuflhiuUU Perkawinan,
dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memiebikgya penghidupan
dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekasnstakipun hal itu tidak
ada dalam petitum surat permohonan cerai talak ydiagukan oleh
pemohort’

Hak ex officio hakim adalah hak hakim kerena jabatannya untuk
memberikan hak- hak bagi istri yang harus dilakkanaoleh suami atau
kewajiban suami yang ingin menceraikan istri, maskipanpa diminta oleh

istri.”® Hak ex officio Sebagai kekuasaan yang dimiliki hakim, dimanaaki

% Wawancara dengan Sri Murtinah S.H Hakim Pengadilgama Selaman pada tanggal
8 Juli 2008.

" 1bid.

*% |bid.
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bisa menghukum suami untuk memberikan hak-hak yimgiki oleh anak
dan istri dan hal ini berdasarkan pada Pasal 41 &fdaivinar?’

Adapun penerapan hakx officio hakim di pengadilan Agama
Sleman adalah dilaksanakan pada saat Termohah gg&ltesai menyampaikan
jawabannya, baik pada tahap jawaban pertama atautphap duplik. Hakim
selanjutnya menanyakan apakah Termohon, tahu batliwasebenarnya
mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi oleh suarikekekan di talak.
Kemudian ketika Termohon tidak tahu, maka hakimu&aaktif untuk
menjelaskan tentang hak-hak yang dimiliki olehiigging akan di talak,
setelah istri mengetahuai bahwa sebenarnya dia mempbak kemudian
hakim menanyakan apakah hak-hak tersebut akan tdiatau tidak. Apabila
diminta, maka pertanyaan hakim diarahkan kepad&amyg berapa atau
barangnya berupa apa. Selanjutnya hakim mengkdnfricgpada Pemohon
(suami), untuk mengetahui sanggup tidaknya, apagalaggup memenuhi,
berupa dan apa kesanggupannya, dari sinilah mapgism akan akan
mendapatkan bahan sebagai dasar pertimbanganaya gatusannya.

Salah satu asas dalam hukum acara adalah bahwa baksifat pasif
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 118 ayat (1) PHBal 142 ayat (1)
R.B.g. Dalam penerapan hak officig sebagaimana dijelaskan diatas bahwa
hakim harus bersifat aktif, karena dalam hukumagparadilan agama berlaku

asadex specialis.

29 Wawancara dengan Dra. Ulil Uswah, Hakim Pengadigama Sleman, pada tanggal
8 Juli 2008.
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Di lingkungan Peradilan Agama dalam memeriksa sdagke
perkawinan pada umumnya, dan khusunya pada perkecargian baik cerai
talak maupun cerai gugat, berlaku hukum acara ldijysung diatur dalam;

1. UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7nTabg89
tentang peradilan Agama.

2. UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No.Qrimaf75.

3. Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompikdiskum Islam
(KHN)*

Menurut ketentuan Pasal 41 huruf ¢ UU Perkawinan yaegipakan
lex specialis maka hakim kerena jabatannya (seeataofficig, tanpa harus
ada permintaan dari pihak istri dapat mewajibkarkabe suami untuk
memberikan biaya penghidupan dan atau menentukam &ewajiban bagi
bekas istri. Hal tersebut dimaksudkan untuk terdmoya perceraian yang adil
dan 7hsan, disamping untuk mewujudkan peradilan yang secdherheepat dan
biaya ringar’*

Selanjutnya setelah diketahui bahwa ternyata Teomameminta
hak-haknya dan telah diperiksa oleh majelis hakiraka majelis hakim akan
mempertimbangkan untuk dikabulkan atau tidak, ydaeguang dalam
putusannya.

Namun perlu diingat oleh karena hak-hak Termohotri)(istu

berhubungan erat dengan kewajiban-kewajiban yangekaelpada diri

Mukti Arho, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agawet. ke-4 (Yogyakarta,
2005), him 205

31 |bid., him 219
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Pemohon (suami) sebagai akibat perbuatan hukuemtar{cerai talak), maka
apabila permohonan cerai talaknya ditolak oleh hsajeakim, maka secara
otomatis juga permintaan-permintaan Termohon )isarsebut juga harus
ditolak juga.

Apabila alasan-alasan cerai talak yang diajukan pemotelah
terbukti, dan tidak melawan hukum, dan telah teanyl@ermohon (istri) tidak
terbukti adanya halangan untuk menerima hak-halgglzagaimana diatur
dalam Pasal 149 dan 152 KHI, maka amar putusarke l@erbunyi sebagai
berikut:

a) Menetapkan dan mengabulkan permohonan Pemohon,

b) Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (....untdk mengikrarkan

talak terhadap Termohon (.......... ).

c) Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah........memberikan
nafkah ’iddah selama 90 hari sebesar Rp..........,.memberikan maskan
dan kiswah sebesarRp............. , kepada Termahan.(....) secara kontan

sesaat setelah ikrar talak diucapkan, seluruhngarbah RP.....................
Selain mut'ah dan nafkah’iddah tentang melunasi mahar yang
terhutang, dankadanah untuk anak-anaknya juga dapat secera officio

dimasukkan dalam amar putusan terséb@temberian hak-hak mantan istri

32 Wawancara dengan Sri Murtinah S.H, Hakim Pengadigama Sleman, pada tanggal
8 Juli 2008.
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tersebut harus diberikan oleh suami hanya sampda patas masa ’iddah
yaitu selama 90 hari atau 3 kali stiti.

Adanya keharusan bagi pemohon untuk memberikan Keamaj
kewajibannya itu secara kontan sesaat setelah thtak diucapkan, dan
sebelum melakukan ikrar talak hakim di PengadilanamAg Sleman
menanyakan kepada Pemohon (suami) sudah disiapkaibelum kewajiban-
kewajibanm tersebut sesuai dengan amar putusarilaapalum maka majelis
hakim Pengadilan Agama Sleman akan menunda pelassaidang ikrar
talak itu sampai Pemohon (suami) telah siap dekgamjiban-kewajibannya,
atau dapat juga dengan pernyataan Termohon (ystng menyatakan tidak
keberatan diucapkan ikrar talak meskipun kewajibamefiban Pemohon
(suami) tersebut belum seluruhnya dilurtsi.

Dari penerapan hakex officio ini tidak jarang mendapatkan
tanggapan yang beragam dari Pemohon (suami), adptiglak menerima hal
tersebut, dengan alasan bahwa sebenarnya yang mep@Etebab
diajukannya perceraian oleh suami adalah karesald@an dari istri sehingga
dengan itu Pemohon (suami) menganggap bahwa ok perlu atau tidak
berhak untuk diberikan hak-haknya. Namun ada jugamswang dapat

menerima penggunaan hak officio hakim tersebut dengan alasan bahwa

% wawancara dengan Dra. Ulil Uswah, Hakim Pengadigama Sleman, pada tanggal
8 Juli 2008.

3 Wawancara dengan Sri Murtinah S.H, Hakim Pengadigama Sleman, pada tanggal
8 Juli 2008.
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suami tidak mengetahui sebenarnya dia mempunyaajkem yang harus
diberikan kepada istri sebagai akibat dari permaharerai talak®

Penggunaan haéx officiohakim juga sebenarnya diterapkan hakim
Pengadilan Agama Sleman juga didasarkan pada kdesepslahatan, saat
hak ex officio hakim tersebut diterapkan untuk memberikan hak-yeakg
dimiliki anak dan mantan istri diharapkan dengateritna hak-hak tersebut
dari mantan suami, kemudian pemberian atas hakhersiapat digunakan
mantan istri untuk mencukupi kebutuhan sehari-haetelah terjadi
perceraiarf’

Pada tahun 2006 Pengadilan Agama Sleman telah mepetkara

cerai sebab talak sebanyak 243 perkara. Hal tersielpatt dilihat dalam tabel

berikut:
TABEL |
JUMLAH PUTUSAN CERAI TALAK PADA TAHUN 2006

Bulan Jumlah
Januari 18 perkara
Pebruari 25 perkara
Maret 21 perkara
April 19 perkara
Mei 26 perkara
Juni 14 perkara
Juli 19 perkara
Agustus 18 perkara
September 21 perkara
Oktober 20 perkara
Nopember 23 perkara
Desember 19 perkara

Jumlah 243 perkara

Sumber data: Laporan tahunan tahun 2006 tentakgnaeyang telah diputus di P.A Sleman

% wawancara dengan Dra. Ulil Uswah, Hakim Pengadiigama Sleman, pada tanggal

8 Juli 2008.

* Ibid.
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Dalam tabel diatas P.A Sleman selama tahun 2006 te&rhutus
sebanyak 243 perkara cerai talak. Dari sekian bapytusan dan dari sekian
putusan terdapat putusan yang dalam amar putuséidakamemberikan hak-
hak yang dimiliki oleh mantan istri, dan ada jugag dalam amar putusannya
memberikan hak-hak yang dimiliki oleh mantan istdal tersebut dapat

dilihat dalam tabel dibawah ini:

TABEL Il
DATA PUTUSAN CERAI TALAK DI P.A SLEMAN TAHUN 2006

Putusan Jumlah Prosentase
Tidak Memberikan hak 35 14,4%
kepada mantan istri
Memberikan hak kepada 29 12%
mantan istri sebab adanya
gugatan rekonvensi
Memberikan hak kepada 179 73,6%
mantan istri dengan hak
ex officio

Jumlah 243 100%

Sumber data: Register Induk Perkara Gugatan Tab0é yang telah diolah oleh Peneliti.

Hakim di P.A Sleman dalam setiap menyelesaiakan peaze
karena talak selalu menggunakan hek officio sebagai upaya untuk
melindungi hak- hak yang dimiliki mantan istri. 8itlilihat dari data tabel 1l
diatas hakim di P.A Sleman telah menggunakan &akofficio dengan
maksimal untuk melindungi hak-hak mantan istri, inaldapat dilihat bahwa
ada 179 putusan atau 73,6% dari seluruh putusaa tsdin 2006 yang
menggunakan hak&x officiountuk memberikan hak- hak yang dimiliki oleh

mantan istri. Serta terdapat 29 putusan atau 1Zafbesdluruh putusan yang
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memberikan hak karena memang telah diminta olehdisthgan menggunakan
gugutan rekonvensi. Banyaknya putusan yang tidakbeekan hak yang
dimiliki mantan istri dengan menggunakan leakofficiosebanyak 35 putusan
atau 14,4 % hal ini disebabkan karena memang adaagmgan dari pihak
istri serta suami.

Diantara halangan yang membuat hakim P.A Sleman tidak
menerapkan atau menggunakan ek officio untuk memberikan hak-hak
yang dimiliki mantan istri ketika dicerai talak blesuaminya adalah; istri
dinyatakan nusyuz oleh hakim, istri merelakan hak-rserta adanya
pertimbangan bahwa suami tidak mempunyai kemampukanoei untuk

memberikan hak- hak yang dimiliki oleh mantan itri

37 Wawancara Wawancara dengan Dra. Ulil Uswah, Hakengadilan Agama Sleman,
pada tanggal 8 Juli 2008.



BAB IV
ANALI1S SPENERAPAN DAN PANDANGAN HAKIM
TERHADAP HAK EX OFFICIO SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK
ANAK DAN MANTAN ISTRI

. Pandangan Hakim terhadap Hak Ex Officio

Putusan adalah penyelesaian dari semua permasalahgrdiajukan
oleh para pihak kepada Pengadilan Agama, namursgutidak akan berarti
apa-apa jika yang dikenakan putusan tersebut tidgdat menjalankannya
dengan sepenuh hati.

Sehingga bila dilihat dari hal ini tentunya sangfatbijaksana dan adil
bila hakim P.A Sleman berpandangan bahwa éxakfficio dapat diterapkan
untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh anakndaantan istri kerena
jika dilihat perlindungan yang diberikan tersebigagarkan kepada peraturan
perundang-undangan yang berlaku yaitu dalam hadalah UU Perkawinan
terutama pada Pasal 41, dimana pada Pasal 41 dawamh b adalah sebagai
bentuk serta landasan yang digunakan oleh hakirRedigadilan Agama
Sleman untuk menerapkan hak officio untuk melindungi hak— hak yang
dimiliki oleh anak, dan pada Pasal 41 huruf ¢ dakam sebagai pedoman
hakim Pengadilan Agama Sleman untuk menerapkanela&fficio untuk
melindungi hak-hak yang dimiliki oleh mantan istri.

Menurut pandangan hakim P.A Sleman, pemenuhan fekyding
dimiliki anak tidak hanya ditujukan kepada suamasaamun juga menjadi

tanggung jawab dari istri, terlebih lagi menyangkal penguasaan anak
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tersebut, jika tidak ada kesepakatan antara suamiistri maka pengadilan
dalam hal ini adalah hakim dapat memutuskan siagoag Vlebih berhak
menerima penguasaan atas diri anak tersebut. Tyentpenguasaan anak
kepada salah satu pihak wajib mendahulukan kepemtiagak tersebut. Hal
ini tentunya sesuai dengan UU Perkawinan Pasal Aff hu
Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memeliharandendidik anak-
anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan afe@kaba ada
perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pexmgadimberikan
keputusan.

Tanggung jawab atas semua biaya pemeliharan analangeberada
pada suami, namun bila kenyataannya suami tidakpueyai kemampuan
untuk memikul beban itu sendirian, maka hakim dapetnutuskan bahwa
biaya penghidupan yang diperlukan anak menjadigiamg jawab suami istri.
Hal ini tentunya kepentingan anak menjadi pertingaanyang paling utama.

Hal ini sebagaimana di tuangkan dalam Pasal 156 Kkufhd,
ditegaskan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkak arenjadi
tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekuranggaya sampai anak
tersebut dewasa dan dapat urus dirinya sendiri.

Apalagi yang menjadi pertimbangan untuk memberikabagian
beban biaya bagi kepantingan anak kepada istrahdsémata- mata untuk
kepentingan anak tersebut. Tentunya hal ini sapgating mengingat anak
adalah generasi penerus bangsa yang nantinya ag&aerumskan kehidupan

sebuah bangsa, sehingga kepentingan akan hak-mak dpailikinya harus

menjadi perioritas yang paling utama, Allah berfirna
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Ayat tersebut menegaskan bahwa supaya anak mentp@esigagaan
dan pemeliharan akan keselamatan dan kesehat#n,nsemghindarkan dari
sesuatu yang dapat membahayakan anak. Bila dildratiyat tersebut diatas
maka yang dilakukan hakim P.A Sleman sangatlah tdg@aéena ikut
membebankan masalah biaya penghidupan anak keptgakétika suami
memang dinilai tidak mempunyai kesanggupan jikaitianemikul tanggung
jawab itu sendiri, sehingga dengan memberikan sabatinggungjawab
kepada istri tentunya masalah penghidupan anaklakédnterjamin.

Keberadaan anak, sesungguhnya merupakan inti yaimg pnendasar
dari tujuan perkawinan, karena diantara tujuan peran salah satunya
adalah untuk memperoleh keturunan. Oleh karena sitelah buah dari
perkawinan yang berupa anak telah diperoleh, ma&kaladnenjadi suatu hal
yang sangat logis jika kedua orang tua dibebanikuntengasuh, memelihara
dan mendidik serta mengarahkan kehidupan merek&auMan antara kedua
orang tua telah bercerai, sehingga mereka benarb®enjadi anak-anak
yang soleh, senantiasa berbakti kepada kedua twrandan agama.

Menurut pandangan hakim di Pengadilan Agama Slerakexofficio
dapat digunakan untuk melindungi hak anak dan maistai, yaitu dengan
cara dituangkan dalam putusan dengan menghukumHeem{suami) untuk
memberikanmut’ah nafkah‘iddah dan biayakadonah untuk anak, namun

penggunaan halex officio tersebut tidak dapat dilakukan oleh hakim di

! Al-An’am (6): 140
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pengadilan Agama Sleman jika ada halangan dari pis@k diantaranya
adalah:

1. Istri merelakan untuk tidak diberikannya hak-hakeéut.

2. lIstri dalam keadaagabla ad-dukhul.
3. lIstri yang bersangkutan dinyatakamsyuzoleh hakim
4. Adanya pertimbangan hakim bahwa suami tidak mamgukgmampuan

secara ekonomi untuk dibebani kewajiban tersebut.

Dalam Pasal 5 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Jdardn
undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakihtegaskan bahwa
hakim hanya membantu para pencari keadilan darsdleaumengatasi segala
hambatan dan rintangan untuk dapat terciptanyadip@na Jika dilihat dari
penjelasan pasal tersebut haek officio tersebut tidak dapat digunakan oleh
hakim untuk melindungi hak mantan istri, setelalarg@ pernyataan dari
pihak istri bahwa telah merelakan hak-haknya tensetaka hakim tidak perlu
lagi memberikan perlindungi, dan memberi pertolonga&au penjagaan
terhadap hak-hak yang dimiliki mantan istri kardvak tersebut sudah tidak
diinginkan atau direlakan.

Dalam KHI Pasal 149 huruf a menyebutkan bahwa bitama
perkawinan putus karena talak, maka bekas suamb wamberikarmut'ah
yang layak kepada bekas istrinya baik berupa utaglzenda, kecuatjabla
ad-dukhul Sehingga berdasarkkan pasal ini juga bahwa merhakim
Pengadilan Agama Sleman hadk officio tidak dapat digunakan untuk

melindungi hak mantan istri jika istri yang bersimgn dalam keadaagabla
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ad-dukhulketika ditalak oleh suaminya, adalah sesuai ddaktbertentangan
dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwawajiban-
kewajiban suami yang berupa kewajiban memberi nafkabnyediakan
tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tanggayebiperawatan dan
pengobatan bagi isteri berlaku semenjak adanya itarekmpurna dari
isterinya. Dan kewajiban-kewajiban tersebut menjadjuguapabila isteri
nusyuz2

Dalam Pasal selanjutnya dijelaskan bahwa selama dstlam keadaan
nusyuz kewajiban suami terhadap isterinya seperti yanahtelisebutkan di
atas gugur kecuali yang berkaitan dengan hal-hakutepentingan anaknya.

Kemudian berdasarkan Pasal 152 KHI ditegaskan bdiekas istri
berhak mendapatkan nafkdilldah dari bekas suaminya, kecuali bila ia
nusyuz.

Sehingga bila ditinjau dari peraturan pasal ini anakorang istri jika
dicerai talak suaminya maka sebenarnya dia mempaagauntuk menerima
'iddah dari bekas suaminya, namun hak tersebut gugur iika tersebut
terbukti telahnusyuz,sehingga berdasarkkan pasal ini juga bahwa menurut
hakim Pengadilan Agama Sleman rekofficiotidak dapat digunakan untuk

melindungi hak mantan istri jika dinyatakan bahwaiiyang bersangkutan

2KHI, Pasal 80 Ayat (4), (5) dan (7).

3 KHI., Pasal 84 Ayat (2), (3) dan (4).
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adalahnusyuz adalah sesuai dan tidak bertentangan dari paraperundang-
undangan yang berlaku.

Suatu perkara yang diajukan kepada pengadilantadi@iagan tujuan
untuk memperoleh pemecahan atau penyelesaian ydihgnamun perlu
diingat penyelesaian permasalahan tidah hanya s$apaga tahap dimana
telah diterbitkannya putusan, namun masih perlinyaldindak lanjut dalam
menjalankan putusan tersebut, karena suatu putigsgnakan sempurna dan
tidak akan berarti apa-apa bila putusan terseflak tilapat dilaksanakan para
pihak.

Sehingga sebelum hakim menjatuhkan putusan makaragikan
hakim memang benar-benar berusaha agar putusaraangdikeluarkannya
dapat dijalankan oleh para pihak yang berperkaral idi juga harus
diterapkan hakim ketika akan menggunakan éalofficiountuk melindungi
hak anak dan mantan istri dengan menghukum suaruik umembayar
mut'ah nafkah‘iddah serat biayahadanah, apakah benar suami mempunyai
kemampuan secara ekonomi untuk dibebani kewajieselbut, dan menurut
hakim di Pengadilan Agama Sleman hak officio tidak dapat digunakan
untuk melindungi hak anak dan mantan istri jika rarghnbenar-benar bahwa
suami tidak mempunyai kemampuan untuk menanggungjken tersebut.
Karena jika halkex officiotersebut digunakan dengan menghukum Pemohon
(suami) untuk membayar nafkdtidah, mut’ah dan biayahadonah, maka hal

tersebut akan terasa sia-sia karena pada kenystaanami tidak mempunyai
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kemampuan untuk membayar hak-hak tersebut. Sebagaimalam firman

Allah:
iy b gl g iigl p gt Al Lo plal) atilh ) oSle sl Y
‘_ALQALJJMHLGUADJ&)M\ é&jb)ﬁ&u}d\é&d&j’_ﬁoj
4..’. 1l
Dalam ayat tersebut diatas dijelaskan bahwa seosaagi ketika
menceraiakan istrinya hendakalah memberikan suamberian kepada
istrinya, dan pemberian tersebut disesuaikan dekgdar kemampuan dari

suami.

Serta Allah berfirman:

P g prally g pnS 5 B Ao sl sall e

Dalam ayat tersebut diatas dijelaskan bahwa sesgdidak dibebani
melainkan menurut kadar kemampuannya. Sehingga isyang memang
betul- betul tidak mempunyai kemampuan untuk dibebatuk memberikan
hak- hak yang dimiliki oleh anak dan mantan iska&ra bebas dari kewajiban
tersebut.

Dalam Pasal 34 UU Perkawinan Jo. Pasal 80 ayat (4j hutan Pasal
160 KHI, yang menyebutkan bahwa pelaksanaan kewakibamjiban suami
baik kepada istri maupun anak-anaknya harus dig@sudengan kemampuan

suami itu sendiri. Sehingga berdasarkan pasalbierseaka hakex officio

4 Al-Bagarah (2): 236

® Al-Bagarah (2): 233
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tidak dapat digunakan hakim untuk melindungi hakgydimiliki anak dan
mantan istri jika pada kenyataannya suami tidak matyai kemampuan

untuk untuk memenuhi hak tersebut.

B. Penerapan Hak Ex Officio
Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya berpentapata
mengabulkan lebih dari yang dituntut, memutuskdragen saja dari semua
tuntutan yang diajukan atau memutuskan hal-hal yatak dituntut adalah
bertentangan dengan Pasal 178 ayat (3) H{Rtentuan ini harus diterapkan
dalam proses memeriksa, mengadili dan menyelesgi&edara permohonan
cerai talak, karena hukum acara yang berlaku gklingan Peradilan Agama
adalah hukum acara yang berlaku di Peradilan Umueany&l saja tidak
sepenuhnya hukum acara yang berlaku di PengadilaamAg tidak
sepenuhnya menggunakan hukum acara yang berlaRerddilan Umum,
karena secara spesifik ada ketentuan lain yang abentgntang hal tersebut
yaitu dalam pasal 54 UU No. 3 Tahun 2006 tentangl@an atas Undang-
undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yeamegaskan :
Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalarkuimgan Peradilan
Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku geigadilan dalam
lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur sedehusus dalam
Undang-undang.

Sehingga dari pasal di atas dapat diambil kesimpbehwa hukum

acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agamalatd hukum acara

®Sudikno Mertokusumd-ukum Acara Perdata Indonesieet. ke-5 (Yogyakarta: Liberti,
1998), him 184
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perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umuam, ldukum acara yang
khusus yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Agama

Di lingkungan Peradilan Agama dalam memeriksa sdagke
perkawinan pada umumnya, dan khusunya pada perkecarpian baik cerai
talak maupun cerai gugat, berlaku hukum acara lhysung diatur dalam;

1. UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7nTabg89
tentang peradilan Agama.

2. UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No.Qrimaf75.

3. Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompitdskum Islam
(KHI)’

Hukum acara khusus yang diatur dalam peraturan nBang-
undangan di atas meliputi pengaturan tentang bermitdses perkara,
kewenangan relatif Pengadilan Agama, memanggil piiaék, memeriksa,
pembuktian,dan biaya perkara serta pelaksanaasgsuhakim.

Dalam memeriksa dan mengadili perkara, hakim hamengadili
seluruh petitum dalam permohonan dan tidak bolemberikan putusan
melebih dari yang diminta dalam petitum, kecualgalibolehkan undang-
undang (Pasal 178 HIR, Pasal 41 huruf ¢ UU Perkawiasal 149 KHIY.

Bila dilihat dari permohonan cerai talak yang diajn oleh suami dan
jika dibandingkan dengan amar putusan yang diberikéeh hakim di

Pengadilan Agama Sleman dapat dilihat bahwa hakifedigadilan Agama

"Mukti Arho, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agawet. ke-4 (Yogyakarta,
2005), him 205

8 Ibid., him 266
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Sleman memberikan hak-hak yang dimiliki oleh istalaupun hak tersebut
tidak diminta atau dituntut dalam petitum permohoryang diajukan oleh
Pemohon (suami). Hal ini dapat disimpulkan bahwsirdihakim memberikan
hukum lebih dari yang dimohon oleh Pemohon (suatei)gan menggunakan
hak ex officiohakim, karena selain tidak dituntut dalam petifpenmohonan

juga bukan atas dasar adanya gugat rekonvensidiajudkan oleh Termohon
(istri).

Menurut ketentuan Pasal 41 huruf ¢ UU Perkawinarg yaarupakan
lex specialis maka hekim kerena jabatannya (seeateofficig, tanpa harus
ada permintaan dari pihak istri dapat mewajibkarkabe suami untuk
memberikan biaya penghidupan dan atau menentukam &ewajiban bagi
bekas istri. Hal tersebut dimaksudkan untuk terdmoya perceraian yang adil
dan 7hsan, disamping untuk mewujudkan peradilan yang secdherheepat dan
biaya ringar.

Kemudian, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya
berpendapat bahwa mengabulkan lebih dari yang tditutmemutuskan
sebagian saja dari semua tuntutan yang diajukan mtmutuskan hal-hal
yang tidak di tuntut tidak bertentangan dengan IPE& ayat 3 HIR. Seperti
dalam putusannya tanggal 23 Mei 1970 Mahkamah Adosgpendapat,
bahwa meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnyagiiap tidak pantas
sedang pengugat mutlak menuntut sejumlah itu, hdemvewenang untuk

menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar datu hadak melanggar

® Ibid., him 219



86

Pasal 178 ayat 3 HIR. Kemudian dalam putusannyggtdrd Februari 1970
Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Pengadilan Négéegh memberi
putusan yang melebihi apa yang diminta dalam hahyal hubungan yang erat
satu sama lainya, dalam hal ini Pasal 178 ayat 3 titlék berlaku secara
mutlak, sebab hakim dalam menjalankan tugasnyasshsetindak secara aktif
dan selalu harus berusaha agar memberikan putuang kenar-benar
menyelesaikan perkara. Sedangkan dalam putusaangga 8 Januari 1972
Mahkamah Agung berpendapat bahwa mengabulkan hal igdih daripada
yang digugat tetapi yang masih sesuai dengan leejadateriil diizinkart?

Maka jika dilihat dari hal ini tindakan hakim dalamemberikan hak-
hak yang dimiliki oleh mantan istri dengan mengdwma hak ex officio
walaupun hal tersebut tidak pada dalam petitum pkeaman cerai talak yang
diajukan oleh suami adalah sudah sesuai dan tidalanggar aturan
Perundang-undangan.

Dalam UU Perkawinan memang tidak secara spesifikyatmrkan
tentang biaya penghidupan yang wajib diberikan cdleami ketika terjadi
perceraian, atau mengenai wujud dari suatu kewajilyang harus
dilaksanakan oleh suami yang dapat ditentukan pégtgadilan agama untuk
diberikan kepada mantan istri. Sehingga untuk taédh hakim di Pengadilan
Agama Sleman dalam memberikan hak-hak mantanbetdasarkan aturan

yang ada dalam Pasal 149 dan Pasal 152 KHI.

19 sudikno MertokusumoHukum Acara Perdata Indonesia@et. ke-5 (Yogyakarta:
Liberty, 1998), him. 216
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Serta hakim sebagaiudge made lawdan sebagai penjelmaan dari
hukum wajib menegakkan nilai-nilai keadilan yangupiddi tengah-tengah
perubahan sosial masyarakat. Hakim mempunyai wewan#nly melakukan
contra legertt, apabila ketentuan suatu pasal perundang-undangan
bertentangan dengan kepatutan dan tidak sesuaanémynyataan dinamika
kondisi serta keadaan yang berkembang dalam jiwasgan dan kesadaran
masyarakat, maka hakim secaraofficiotanpa ada gugat rekonvensi dari istri
dapat menjatuhkan hukum bagi suami sebagai Pemohtuk membayar
nafkah atau mut'ah, termasuk juga hakim sebagigsabukum dan keadilan
wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilaikum yang hidup
dalam masyarakat , termasuk kedalam konteks nikitmukum yang hidup
dalam masyarakat yang wajib dipahami dan diterapkakim dalam
memeriksa dan memutus perkara adalah ketentuantiatedalam agamanya
yang menentukan suatu kewajiban yang melekat dalansuhmi sebagai
akibat suatu perbuatan hukum tertentu.

Kemudian bila dilihat dari konteks kemaslahatan, maha
kemaslahatan manusia adalah tujuan dari pembentdkan pelaksanaan

syariat. Hal tersebut seperti dalam firman Allah:

' Mengambil putusan yang bertentangan dengan pasalang-undang yang

bersangkutan, lihat dalam M. Yahya Harahabjkum Acara perdata Tentang Gugatan,
Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusarg&titan cet. ke-4 (Jakarta: Sinar Grafika,
2006) him.858.

2Fauzan, Edy NoerfuadyProblemantika Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam
Penyelesaian Perkara Perceraiddakarta: Al Hikmah & DITBINBAPERA Islam, 199 Hm.90
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13 palall daa Y clils i L

Hukum Islam, sebagai rahmat bagi seluruh manudikara seluruh

alam, tidaklah terwujud kecuali jika benar-benar déwmmaslahatan dan
kebaikan bagi manusialengan demikian, tujuan syari’ dalam menurunkan

syariat tidak lain ialah untuk kemaslahatan manitsiassendiri. Hal serupa
juga dilakukan oleh penguasa (pemerintah suaturapgengan meletakkan
catatan-catatan berupa penafsiran yang dapat raskgel tujuan
pembentukan Undang-undang secara umum dan khusias sediap pasal-
pasalnya?

Dalam kaidah fighiyyah juga disebutkan :

U SeY) s by ) el

Dari kaidah ini dapat diketahui bahwa adanya kewajib
menghindarkan akan terjadinya suatu kemadaratam @agan kata lain
bahwa usaha agar jangan terjadi suatu kemadaraetga segala upaya yang
mungkin untuk diusahakdf. Pada dasarnya Islam tidak menghendaki

kemadaratan kepada ummatnya karena kemadaratamajiin dihilangkan

sebagaimana hadis Nabi:

84.

13" Al-Anbiya (21): 107
14 Syamsul BahriMetodologi Hukum IslarfYogyakarta: Teras, 2008) him 92

5 Asjmuni Abdurrahman,Qaidah-gaidah Figih(Jakarta: Bulan-Bintang, 1976), him.

18 Ibid., him. 84.
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Sehingga dengan demikian jelas bahwa tindakan gdaiukan oleh
hakim di Pengadilan Agama Sleman selain tidak btmgan dengan
peraturan Perundang- undangan yang berlaku, jugahssesuai dengan
tujuan pembentukan Undang- undang itu sendiri yaittuk memberikan
kemaslahatan bagi manusia, dimana hakim di Pelagadigama Sleman
menggunakan kemaslahatan sebagai dasar pertimbdagsEm memberikan
hak-hak yang dimiliki oleh mantan istri dengan ngungakan halex officio
yang dimiliki yang kemudian direalisasikan dalanmbush amar putusan
perkara cerai talak, malaupun tuntutan pemberi&rndraebut tidak ada dalam
petitum permohonan cerai talak yang diajukan Pemdsaami).

Terlebih lagi ketika hakim pengadilan Agama Slenm@nanyakan
kepada Termohon (istri), tentang hak-hak yang ékm#eorang istri ketika
telah dicerai suaminya karena talak banyak yanaktihhu bahwa mereka
sesungguhnya memiliki hak yang harus dipenuhi sledimi sebagai akibat
dari perbuatan hukum cerai talak sehingga bilaktiddindungi dengan
menggunakan hakx officio hakim tentunya hak-hak yang sebenarnya dan
seharusnya dimiliki mantan istri akan hilang tegtnhal ini akan
menimbulkan sebuah kemadaratan bagi diri mantam leih-lebih jika
mempunyai anak tentunya akan berpengaruh kepadgipepan anak-anak

juga.

" Imam Malik, Al-Muwatta (Beirut: Dar al-kutub al- ‘ilmiyah, t.t.) 11:745Kitab al-
Aqdiyah, Bab al-Qada’ fi al-Marfiq, Hadis dari Yyghdari Malik dari Amr ibn Yahya al- Mazini
dari ayahnya.
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Hal ini dilakukan karena dikhawatirkan bila tidakberikan akan
membawa kemadaratan bagi anak-anak dan mantakdska sudah terjadi
perceraian, sebab dikhawatirkan mereka akan terl&at@na tidak adanya
jaminan untuk mendapatkan sesuatu dari mantan syanketika sudah
terjadi perceraian misalnya sepentiit’ah, nafkah'iddah, serta biayaiadonah
untuk anak.

Dan juga dilakukan untuk mencegah terjadinya peragagugatan lagi
yang diajukan oleh mantan istri untuk meminta hak-flang dimilikinya ke
pengadilan agama setelah terjadi perceraian, katelatersebut akan
memberatkan bagi mantan istri sebab dalam berpdigesngadilan tentunya
selain membutuhkan biaya, juga akan membutuhkantuwgkng tidak
sebentar. Karena dalam prinsipnya dalam berperfaRengadilan Agama
harus menjunjung tinggi prinsip peradilan dilakukiengan sederhana, cepat
dan biaya ringan.

Bila dilihat hakim di P.A Sleman telah secara matdadimenggunakan
hak ex officio untuk melindungi hak yang dimiliki anak dan maniatri,
karena dalam setiap perkara perceraian karenadalalsuami, hakim di P.A
Sleman tanpa terkecuali selalu menggunakarekasficioyang dimiliki'®

Bila dilihat dari data tabel Il maka dapat disinkarn bahwa hakim
di P.A Sleman telah menggunakan hak officio dengan maksimal untuk
melindungi hak-hak mantan istri, hal ini dapattdili bahwa ada 179 putusan

atau 73,6% dari seluruh putusan pada tahun 200§ yemggunakan hadx

'8 Wawancara dengan Dra. Ulil Uswah. Hakim Pengadigama Sleman pada tanggal 8
Juli 2008.
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officio untuk memberikan hak- hak yang dimiliki oleh mantatri. Serta
terdapat 29 putusan atau 12 % dari seluruh putyaag memberikan hak
karena memang telah diminta oleh istri dengan memgipn gugutan
rekonvensi. Banyaknya putusan yang tidak memberhan yang dimiliki
mantan istri dengan menggunakan lekofficio sebanyak 35 putusan atau
14,4 % hal ini disebabkan karena memang adanyandeatadari pihak istri
serta suami.

Serta bila dilihat dari alasan yang diberikan balidak diberikannya
hak —hak yang dimiliki oleh anak dan mantan isaladh putusan disebabkan
karena adanya halangan dari pihak istri serta sudiamtara halangan tersebut
adalah bahwa istri dinyatakanusyuz oleh majelis hakim, bahwa istri
merelakan hak-hak yang dimilikinya tersebut tid#kedkan, serta dari pihak
suami memang benar-benar tidak mempunyai kemampeeara ekonomi

untuk memberikan hak-hak tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan bab- bab sebelumnya, maka diperoleh
kesimpulan sebagai berikut;

1. Penggunaan hak ex officio sebagai perlindungan hak anak dan mantan istri
menurut pandangan hakim Pengadilan Agama Sleman sangat sesuai
dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Namun menurut hakim P.A
Sleman, hak ex officio tidak digunakan jika hakim mempunyai
pertimbangan bahwa; istri merelakan untuk tidak diberikannya hak-hak
tersebut, istri yang bersangkutan dalam keadaan gabla ad-dukhul, istri
dinyatakan nusyuz oleh hakim serta adanya pertimbangan hakim bahwa
suami tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk dibebani
kewajiban tersebut.

2. Hak ex officio hakim di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2006 telah
digunakan secara maksimal untuk melindungi hak anak dan mantan istri.

B. Saran-saran

Demi terwujudnya keadilan dan kemadahatan serta untuk lebih
melindungi hak-hak yang dimiliki anak dan mantan istri dalam perceraian
maka hal-hal sebagai berikut harus diperhatikan dan menjadi prioritas utama

bagi setiap masyarakat:
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1. Adanya penyuluhan yang diberikan kepada masyarakat yang berhubungan
dengan pengetahuan seputar hak dan kewajiban suami istri baik selama
masih dalam perkawinan maupun ketika terjadi perceraian.

2. Diharapkan hakim di Pengadilan Agama Sleman lebih kreatif dalam
menggunakan hak ex officio sebagai upaya untuk melindungi hak anak dan

mantan istri setelah terjadi perceraian.
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TERJEMAHAN AL-QUR’AN, AL-HADIS, DAN KUTIPAN ARAB

ka

HL | FN TERJEMAHAN
BAB |

12 | 23 | Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meagkh
Allah dan rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah uam
mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepgda
sedang kamu mengetahuinya.

13 | 25 | Bahaya harus ditolak semampu mungkin.

14 | 27 | Jangan membahayakan diri dan orang lain

BAB I

29 | 23 | Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupara detapi
amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lehi ehalanya
di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi para

29 | 24 | Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adami
angkat mereka di daratan dan di lautan, kami berieka rizeki
dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka denigalabihan
yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telahi
ciptakan.

30 | 25 | Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalantul
yang sebaik-baiknya.

34 | 29 | Sesungguhnya rugilah orang-orang yang membunuh-amek
mereka karena kebodohan lagi tidak mengetahui.

34 | 30 | Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengam@hkai) nama
bapak-bapak mereka itulah yang lebih adil padagiah.

35 | 31 | Sesungguhnya nama-nama yang paling disukai oledhAltalah
Abdullah dan Abdurrahman.

35 | 32 | Para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selamtakun
penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan pemyusu

36 | 34 | Ajarilah anak-anakmu dan baguskanlah tata kramanya.

37 | 36 | Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu daleadaar

tidak mengetahi sesuatupun dan Dia memberi kamdepgjaran
penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.
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Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yaamdainya
meninggalkan di belakang mereka anak-anak yanghgyeng
mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) merelen §bab itu
hendaklah mereka bertagwa kepada Allah dan herfdahkéeka
mengucapkan perkataan yang benar.

BAB Il

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklalerdian oleh
suaminya) mut’ah menurut yang makruf.

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah mer
kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkiepadklah
memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah ligreya. Allah
tidak memikulkan beban kepada seseorang melairddaadar apa
yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memnkian
kelapangan sesudah kesempitan.

BAB IV

Sesungguhnya rugilah orang-orang yang membunuh-aamesk
mereka karena kebodohan lagi tidak mengetahui.

Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kama, kkmu
menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercangengan
mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. daakieh
kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada memmiang
yang mampu menurut kemampuannya dan orang yanginn
menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian ményaag
patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagmgrorang
yang berbuat kebajikan.

Seseorang tidak dibebani melainkan menurut k
kesanggupannya.

Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuler(jadi)
rahmat bagi semesta alam.

Bahaya harus ditolak semampu mungkin.

Jangan membahayakan diri dan orang lain

wurut

nisk

adar




INTERVIEW GUIDE

. Hak apa saja yang dimiliki anak setelah terjadipgeceraian antara kedua orang
tua?

. Hak apa saja yang miliki oleh mantan istri dalanceeian?

. Apa yang dimaksud dengan hakofficio hakim?

. Bagaimana pandangan hakim tentang éxabfficio?

. Apa dasar hukum hadx officio hakim?

. Bagaimana penerapan hakofficio hakim di P.A Sleman?

. Bagaiman pandangan hakim terhadap Rakofficio jika digunakan untuk
melindungi hak anak dan mantan istri?

. Hak apa saja yang dimiliki anak dan mantan istrigydapat dilindungi dengan
hakex officio hakim?

. Sejauhmana hakim di P.A Sleman menggunakan dxa&fficio, serta berapa

banyak hakim di P.A Sleman yang selalu menggunhké&ex officio?

10.Bagaimana tanggapan dari suami ketika hakim meraj@mhalex officio untuk

melindungi hak-hak yang dimiliki anak dan mantan?s

11.Sampai berapa lama hal —hak mantan istri harusikilve suami atas putusan

Hakim dengan menggunkan hakofficio?

12.1stri yang melakukan gugatan cerai termasuk isirigynusyuz atau tidak ketika

suami sebenarnya tidak menghendaki perceraian?



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI’AH

Alamat : JI. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512841

Momor
Lamp
Perihal

: UINLO2/AS/PP.O1.1/T12/2008 Yogyakarta, 3 Juni 2008

: Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Tembusan ;

I

Arsip

Kepada

Yth. Kepala BAPPEDA
DIY

Di-tempat

Assalamu'ataikum wr. wh.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan  skripsi,
mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang
akurat.

Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerja sama untuk memberikan
ijin bagi mahasiswa mahasiswa Fakultas Syari‘ah :

Nama : Sholikul Hadi

MNomor Induk 04350038

Semester :VIIL

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah / AS

Judul Skripsi  : Pandangan Hakim P.A Sleman Terhadap Hak Ex Officio
Sebagai Perlindungan Hak Anak dan Mantan Istri

Guna mengadakan penelitian (riset) di :
Pengadilan Agama Sleman
Atas bantuan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.




SURAT KETERANGAN
Dengan ini Saya menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah
ini:
Nama : Sholikul Hadi
Nim : 04350038
Fakultas : Syari’ah
Alamat  :JL. Bimokurdo No.74 Sapen Yogyakarta.

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan
judul "Pandangan Hakim P.A. Sleman terhadap Hak Ex Officic Sebagai
Perlindungan Hak Anak dan Mantan Istri”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana

mastinya.

Hakim P.A. Sleman

Dra. Ulil Uswah



SURAT KETERANGAN
Dengan ini Saya menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah
ini:
Mama : Sholikul Hadi
Nim : 04350038
Fakultas : Syari’ah
Alamat  :JL. Bimokurdo No.74 Sapen Yogyakarta.

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan
judul "Pandangan Hakim P.A. Sleman terhadap Hak Ex Officio Sebagai
Perlindungan Hak Anak dan Mantan Istri”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan secbagaimana

mastinya.

Sri Murtinah, S.H.



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(BAPEDA)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon @ (0274) 589583, 562811 (Psw. . 209-219, 243-247) Fax, ' (0274) 586712
Website http fiwww. bapeda@pemda-diy.go.id
E-mail : bapeda@bapeda pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN
Nomor : 070/ 3400
Membaca Sural Dekan F. Syariah - UIN "SUKA" Yk No : UIN.OZ/ASIPP.01.1/712/2008
Tanggal: 03 Juni 2008 Perihal :ljin Penelitian
Mengingat - 1. Kepulusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri.

2. Kepulusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 /1 272004 tentang
Pemberian Izin Penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,

Diijinkankepada

Nama - SHOLIKUL HADI No. Mhsw : 04350038
AlamatInstansi JI. Marsda Adisucipto Yogyakarta

Judul PANDANGAN HAKIM P.A. SLEMAN TERHADAP HAK EX OFFICIO SEBAGAI
PERLINDUNGAN HAK ANAK DAN MANTAN ISTRI

Lokasi - Kab. Sleman

Waktunya : Mulaitanggal 05 Juni 2008 s/d 05 September 2008

1. Terlebih dahulu menemuif melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat { Bupati / Walikola )
untuk mendapal petunjuk seperlunya; '

2. Waijib menjaga tata tertib dan mentaali ketenluan-ketentuan yang berlaku setempat;

3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarla
(Cq. KepalaBadan Perencanaan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakaria),

4. ljin ini tidak disalahgunakan untuk lujuan tertenlu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah

dan hanya diperlukan untuk keperluan iimiah;

Sural ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;

6. Sural ijin ini dapal dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut

(4]

di atas.
Tembusan Kepada Yth. Dikeluarkan di . Yogyakarta
1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Pada tanggal . 05 Juni 2008

( Sebagai Laporan }

2. Bupali Sleman Cq. Ka, Bappeda; An GUBERNUR
Ka gl : IMEWA Y RTA
3. Ka, Pengadilan Tinggi Agama Prov. DIY; DAERAH IST OGYAKA

4. Dekan F. Syarfah - UIN "SUKA" Yk; i KERALA BAPEDA PROVINSI DIY
5. Ybs. AR 3




FEMERINLAH KADBUFALERIN SLONVIAIN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
( BAPPEDA )

Alamat : Jl. Parasamya No. | Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telp, & Fax. (0274) 868800 E-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 07.0 / Bappeda/ t 04 /2008

TENTANG
PENELITIAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

[asar : Keputusan Bupati Sleman Nomor @ 55 /Kep. KDH/A2003 tentang Izin Kuliah Kerja

Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian,

Menunjuk : Surat dari Bapeda Provinsi Daerah Istimewa Yogyukarta Nomor : 070/3400 Tanggal:

05 Juni 2008. Hal : Izin Penelitian,

MENGIZINKAN :

koepida :

N ¢ SHOLIKUL HADI

Nao. Mhs/NIM/NIP/NIK ;04350038

Program/ Tingkat i 81

[nstansi/Perguruan Tinggi : UIN"SUKA” Yogyakarta

Alamat Instansi/Perguruan Tinggi :JI. Marsda Adisucipto Yogyakarta

Alamat Rumah : JI. Bimo Kurdo No. 74 Sapen Yogyakarta

Nu. Telp/ HP : 085228999819

Untuk :  Mengadakan penelitian dengan judul:
"PANDANGAN HAKIM PA SLEMAN TERHADAP HAK EX
OFFICIO SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK ANAK DAN
MANTAN ISTRI”

[Lokasi :  Pengadilan agama Kabupaten Sleman

Waktu ! Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal : 05 Juni 2008 sd

05 September 2008.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

L

2

.
i

Wajih melapar diri kepada pefabat pemerintah setempat (Camat/ Lurah Desa) atau kepala instansi untuk
menddapat petunjuk seperlunya.

Wajib menjaga tata tertib dan memtaati ketentian-ketentuan setempat yeng berlaku.

Weaiib menyampaikan laperan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar atau CD kepada Bupati melalui
kepala Bappeda,

{zin tidak disalaheunakan untuk kepentingan-kepentingan di tuar yang direkomendasikan.

izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentiwan-ketentuan di atas,

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/ non
pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Sctelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami | (satu) bulan setelah
berakhirnya penelitian,

Dikeluarkan di : Sleman
Pada Tangpgal 07 Juni 2008.
Tembusan Kepada Yth : A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman

L

Bupati Sleman (sebagai laporan)

Ka, Dinas Pol. PP. Dan Tibmas Kab. Sleman
Ka. Pengadilan Agama Kab. Sleman

K. Bap. Hukum Setda Kab. Sleman

Dekan Fak, Syariah-UIN "SUKA” Yogyakarta
Pertinggal




PENGADILAN AGAMA SLEMAN
JL Parasamya/Komplck Pemda Sleman, Telp. (0274) 868201
FAX; (0274) 864287 SLEMAN 55511

SURAT KETERANGAN
Nomor : W12-A2/ 1610 /Hk.03 4/VI11/2008

Panitera Pengadilan Agama Sleman menerangkan bahwa ;

Nama : SHOLIKUL HADI.

Tempat/Tgl. Lahir  : Jepara, 23 Desember 1984,

Alamat : Jalan Bimo Kurdo Nomor : 74, Sapen,
Yogyakarta.

Nomor Mahasiswa : 04350038.

Fakultas : Syari’ah.

Program Study : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah (Hukum Islam).

Strata : S.1.

Institut/Universitas  : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di
Pengadilan Agama Sleman, sejak tanggal 05 Juni sampai dengan tanggal 01
Agustus 2008,

Dengan judul :

*“ PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SLEMAN
TERHADAP HAK EX OFFICIO SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK
ANAK DAN MANTAN ISTERi "

Demikian agar yang berkepentingan maklum adanya.

Slelua_rl 04 Agustus 2008

“ j’i}’ IT NUR ROHYANI

™



BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA

IMAM MALIK

la adalah Malik bin an-Nas al-Ashbaki al-Madanhitapada tahun 93 H dan
wafat pada tahun 179 H. Imam Malik belajar gir&epada Nafi’ bin Abi Na’im
salah seorang guru sab’ah. la belajar hadis kepkaaa’ Madinah, seperti Ibn
Syihab al-Zahri, seorang faqgih sekaligus muhadis, dafi’ Maula Ibn ‘Umar.
Karyanya yang terkenal adalah kitab al-Muwatthahuah kitab hadis bergaya
figh atau kitab figh bergaya hadis. Inilah kitaldisadan figh tertua yang masih
dapat kita jumpai. Tidak kurang dari 132 hadis @uZuhri diriwayatkan Imam
Malik dalam Muwattha’'nya, dan tidak kurang 80 hadelam Muwattha' nya
diperoleh dari Nafi’ Maula Ibn "Umar.

IBN MAJAH

Nama lengkapnya ialah Abu Abdillah Muhammad Ibn iddbn Majah, lahir di
Quswini Irak pada tahun 209 H dan Beliau wafat padggal 22 Ramadhan 273
H pada usia 64 tahun. Ibn Majah merupakan salah Eatuliskutub as-sittah
yang berasal dari Irak. Sejak usia 15 tahun Ibnaklagudah menekuni hadis dan
belajar kepada tokoh-tokoh ulama’ pada zamannykaBmerantau ke beberapa
kota Islam sebagaimana lazimnya pencari ilmu dafadisi Islam.

HASBI ASH-SHIDDIEQY

Beliau dilahirkan di Lhokseumawe pada tanggal 11884 dan Beliau wafat di
Jakarta pada tanggal 19-12-1975, ayahnya bernamkuT€adi Sri Maharaja

Mangkubumi Husein bin Mas’ud. Pendidikan awalnypedoleh di pesantren
milik ayahnya. Kemudian selama 20 tahun Beliau mepggi berbagai

pesantren dari satu kota ke kota lain pendidikamaba awalnya diperoleh dari
Syeh Muhammad bin Salim Al- Khalal. Pada tahun 1®%2fiau belajar di

Madinah Al-Irsyad Surabaya. Pada tahun 1960 Bdliamgkat sebagai dekan
Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakartandoada tahun 1975 Beliau
mendapat gelar doktor 2 kali yaitu pertama padadah20-03-1975 Beliau
mendapatkan gelar tersebut dari Universitas IslaamdBng, kemudian pada
tanggal 29-10-1975 Beliau mendapatkan gelar daddor IAIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta. Beliau termasuk orang yang sangat petdddalam menuliskan

karyanya di bidang keislaman, hingga buku hasiy&aya sejumlah 73 judul
yang kesemuanya terbagi dalam bidang figih, tdfsidis dan tauhid.

M. YAHYA HARAHAP

Beliau pernah menjadi Hakim Agung pada Mahkamah ngguRepublik
Indonesia. Alumnus Fakultas Hukum Universitas SensalUtara tahun 1960.
Beliau merupakan salah seorang yang banyak tedidlaim proses penyusunan
KHI. Kedudukannya sebagai Hakim Agung dan pengatenye di bidang hukum
memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalaenyusunan hukum Islam
manjadi kaidah-kaidah hukum yang aktual dan praKiantara buku karyanya
adalahlsam, Adat dan Modernisasi (1975),Hukum Perkawinan Nasional (1975),
Hukum Acara Perdata Peradilan Agama (1997), Segi-segi Hukum Perjanjian



(1982), Ruang Lingkup Permasalahan Eksekus Bidang Perdata (1985),
Permasalahan dan Penerapan Sta Jaminan (1990), dan Kedudukan,
Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: UU Nomor 7 Tahun 1989 (1990).

A. MUKTI ARTO

Drs., H.A. Mukti Arto, S.H., Lahir di Sukorejo Jawkengah pada tanggal 11
Oktober 1951. Beliau pernah menjadi ketua Pengadilgama Bantul, alumnus
Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakartdaua 1975 dan mendapat
gelar akademis Sarjana Hukum (SH) pada tahun X#8dmping itu Beliau juga
pernah menjadi dosen di beberapa Perguruan Timggraalain Ull tahun 1979-
1982, UNIS tahun 1982-1988, UNISRI tahun 1986-1982,tahun 1989-1994.
Bukunya yang berjuduPraktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama,
dipandang sebagai buku pintar bagi para hakinndklingan Pengadilan Agama.

Xl



Nama

Tempat tanggal lahir
Agama

Alamat Asal

Alamat di Yogyakarta

Orang Tua
Ayah
Pekerjaan
Alamat

Ibu

Pekerjaan
Alamat

Riwayat Pendidikan :

CURRICULUM VITAE

: Sholikul Hadi
: Jepara, 23 Desember 1984
> Islam
: Manyargading Rt.02 Rw.01 Kalinyamatdepara
: JL.Bimokurdo No.74 Sapen Yakgarta

: Muhadi
: Buruh
: Manyargading Rt.02 Rw.01 Kalinyamatan dep

. Parti
: Buruh
: Manyargading Rt.02 Rw.01 Kalinyamatan dep

1. SDN 1 Purwogondo (Lulus tahun 1997)

2. SLTP 1 Pecangaan (Lulus tahun 2000)

3. SMUN 1 Pecangaan (Lulus tahun 2003)

4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syarita@asuk tahun 2004.
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